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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat IITanah Laut, Daerah Tingkat IITapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat IIDiKalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umwn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor
22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya pengaturan
teknis guna menjamin kepastian prosedur, akuntabilitas
dan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang MilikDaerah;

Mengingat

Menimbang

PERATURANBUPATITABAWNG
NOMOR u...~ TAHUN2020

TENTANG

SISTEMDANPROSEDURPENGEWLAANBARANGMILIKDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITABALONG,

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

[ SAUNAN I



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 8agi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir, dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (8erita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan 8arang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan otonom.

3. KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah
DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.

5. Sekretaris Daerah adalab Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Barang MilikDaerah yang selanjutnya disingkat BMDadalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
atau berasal dari perolehan lainnya yang sab.

7. PemegangKekuasaan PengelolaBarang MilikDaerah adalah Bupati.

8. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
Pengelolaan8arang MilikDaerah.

9. Pejabat penatausahaan barang adalah KepalaSatuan KerjaPerangkat Daerah
yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik Daerah selaku pejabat
pengelola keuangan Daerah.

Pasal 1

BASI
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANGSISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAANBARANGMILIKDAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten TabalongTahun 2016 Nomor
OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor OS,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
01);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor60);
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10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Barang
MilikDaerah.

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha Barang MilikDaerah pada Pengguna Barang.

13. Pengurus Barang MilikDaerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang
adalah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas
mengurus barang.

14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik Daerah pada
Pejabat Penatausahaan Barang.

15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umumyang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang
milikDaerah pada Pengguna Barang.

16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milikDaerah pada PengelolaBarang.

17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milikDaerah pada Pengguna Barang.

18. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyirnpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan barang milikDaerah pada Kuasa Pengguna Barang,

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tabalong.
21. NeracaDaerah adalah NeracaDaerah Kabupaten Tabalong.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah

Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
23. Unit Kerjaadalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu)

atau beberapa program.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas

suatu objek penilaian berupa Barang MilikDaerah pada saat tertentu.
26. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

Barang MilikDaerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
tindakan yang akan datang.

27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan Barang MilikDaerah yang sesuai dengan
tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
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28. P~rnanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat
Daerah dan/ atau optirnalisasi Barang MilikDaerah dengan tidak rnengubah
status kepernilikan.

29. Sewaadalah Pernanfaatan Barang MilikDaerah oleh pihak lain dalarnjangka
waktu tertentu dan rnenerirna irnbalan uang tunai.

30. Pinjarn Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah
Pusat dan Pernerintah Daerah atau antar Pernerintah Daerah dalarn jangka
waktu tertentu tanpa rnenerima irnbalan dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kernbalikepada pengelolabarang.

31. Kerja Sarna Pernanfaatan adalah pendayagunaan Barang MilikDaerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

32. 8angun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan darr/ atau sarana
berikut fasilitasrrya,kernudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarn
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk se1anjutnyadiserahkan
kernbali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.

33. Bangun Serah Guna adalah Pernanfaatan BarangMilikDaerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara rnendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarn jangka waktu tertentu yang
disepakati.

34. Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sarna antara Pemerintah
dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepernilikanBarang MilikDaerah.
36. Penjualan adalah PengalihankepemilikanBarang MilikDaerah kepada pihak

lain dengan rnenerimapenggantian dalarn bentuk uang.
37. Tukar Menukar adalah pengalihan kepernilikan BarangMilikDaerah yang

dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pernerintah Daerah, antar
Pernerintah Daerah, atau antara Pernerintah Pusat/Pemerintah Daerah
dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utarna dalarn bentuk
barang, paling sedikit nilai seimbang.

38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, dari PernerintahDaerah kepada Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusar/Pemerintah Daerah kepada
pihak lain, tanpa memperolehpenggantian.

39. PenyertaanModalPemerintahDaerah adalah pengalihan kepemilikanBarang
Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/ saham Daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik
Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimilikiNegara.

40. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik darr/atau kegunaan
Barang MilikDaerah.

41. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang MilikDaerah dari daftar
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
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(1) Sistem dan Prosedur PengelolaanBMOdisusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. sistem dan prosedur pengadaan;
c. sistem dan prosedur penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
d. sistem dan prosedur penggunaan;
e. sistem dan prosedur penatausahaan;

Pasal 3

BABII
SISTEMDANPROSEDURPENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

Sistem dan prosedur pengelolaan BMDmerupakan acuan bagi Pengelola BMO,
Pembantu Pengelola BMD,Pengguna BMO,Kuasa Pengguna SMD, Penyimpan
BMD, Pengurus BMD, dan Pencatat BMD dalam melaksanakan tahapan
PengelolaanBMD.

Pasa12

membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/ atau Kuasa
PenggunaBarang dari tanggungjawabadministrasi dan fisikatas barang yang
berada dalam penguasaannya.

42. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan Barang MilikDaerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

43. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataaan Barang MilikDaerah.

44. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang
dimilikioleh masing-masing Pengguna Barang.

45. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang
dimilikioleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

46. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Lembaga yang
bersangkutan.

47. Barang Pengguna adalah barang milik Daerah yang digunakan un tuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah.

48. Barang pengelola adalah barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk
operasional satuan kerja perangkat Daerah yang pengelolaannya di Satuan
KerjaPengelolaKeuangan Daerah.

49. Pengelolaan barang milik Daerah adalah Pengelolaan Barang MilikDaerah
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

50. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi sebagai tempat tinggalatau hunian dan sarana pembinaan keluarga
serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil
pemerintah Daerah yang bersangkutan.
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BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2020 NOMOR 02.1
ABDUL MUTHALIBSANGADJI

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ~ 0 j U 11\ i ~o ~0

Ltd
~ANG SYAKHFIANI ,

~UPATITABALONG, ~

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal 30 jU l". I .;tO~o

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal5

BAB III
PENUTUP

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh PengelolaBarang sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Pedoman teknis operasional atas Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam standar operasional
prosedur.

Pasa14

(2) Dokumen Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD disusun dengan
sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

f. sistem dan prosedur pemanfaatan;
g. sistem dan prosedur pengamanan dan pemeliharaan;
h. sistem dan prosedur penilaian;
i. sistem dan prosedur penghapusan;
J. sistem dan prosedur pemindahtanganan;
k. sistem dan prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
1. sistem dan prosedur tuntutan ganti rugi.
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A. UMUM
1. Dalam rnelakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan

berdasarkan pertimbangan yaitu :
a. untuk rnengisi kebutuhan barang pada rnasing-rnasing SKPDatau

Unit Kerja sesuai standar sarana dan prasarana kerja;
b. adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati

atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga
rnernerlukan penggantian;

c. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan
standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil
sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;

d. untuk menjaga tingkat persediaan barang rnilikDaerah bagi setiap
tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif;dan

e. pernanfaatan kemajuan teknologi.
2. Fungsi perencanaan penganggaran rnerupakan rangkaian kegiatan dalam

pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/
ketersediaan keuangan Daerah.

3. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus
terinci dengan mernuat banyaknya barang, nama barang, waktu dan
jurnlah biaya yang diperlukan.

4. Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah disusun oleh rnasing­
rnasing SKPDsesuai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD)dengan memperhatikan standarisasi sarana dan
prasarana kerja pernerintahan Daerah dan standarisasi harga yang telah
ditetapkan oleh Bupati.

5. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan Penganggaran dilakukan sebagai
berikut:
a. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas

beban tugas dan tanggungjawab rnasing-masing SKPDatau Unit Kerja
sesuai anggaran yang tersedia dengan rnemperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1) barang apa yang dibutuhkan;
2) dimana dibutuhkan;
3) bilamana dibutuhkan;
4) berapa biaya;
5) siapa yang mengurus dan siapa yang rnenggunakan;
6) alasan-alasan kebutuhan;
7) cara pengadaan;

BABI
SISTEMDANPROSEDUR

PERENCANAANKEBUTUHANDANPENGANGGARAN

LAMPIRAN
PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR ~ TAHUN2020
TENTANG
SISTEMDANPROSEDURPENGEWLAAN
BARANGMILIKDAERAH

-- ----- -.-----~---
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B. PERENCANAANDANPENGANGGARAN
Tahap kegiatan perencanaan dan penganggaran dilakukan sebagai berikut :
1. Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang merencanakan dan menyusun

kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD)sebagai bahan dalam penyusunan Rencana
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

2. Masing-masingSKPDmenyusun Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah
(RKBMD)dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD)kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku
Pengelola Barang melalui Kepala BPKADselaku Pembantu Pengelola
Barang untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah (RDKBMD)dan Rencana Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang MilikDaerah (RDKPBMD).

3. Rencana kebutuhan barang SKPD disusun berdasarkan standarisasi
sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan Bupati.

4. Setelah APBD ditetapkan, setiap SKPD menyusun Daftar Rencana
Tahunan Barang MilikDaerah dan disampaikan kepada melalui Sekretaris
Daerah selaku PengelolaBarang.

5. Berdasarkan rencana tahunan barang dari semua SKPD, diteliti dan
dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD)dan
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)untuk
satu tahun anggaran.

6. Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD)dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan BarangMilikDaerah (DKPBMD)tersebut dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah.

7. Format Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD(RKBMDSKPD)
(Lampiran 1)dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang MilikDaerah
SKPD(RKPBMDSKPD)(Lampiran2).

8) standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan,
baik jenis, macam maupun jumlah dan besamya barang yang
dibutuhkan.

b. Standarisasi merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat
pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang
memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku
untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.

c. Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola melaksanakan
koordinasi, menyiapkan/ menyusun dan menghimpun rencana
kebutuhan barang milik Daerah untuk satu tahun anggaran yang
diperlukan oleh setiap SKPD.

d. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Daerah dan
standarisasi harga disusun oleh Tim yang ditetapkan dengan
Keputusan.
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B. TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG

1. Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)dan KelompokKetja ULP
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh KelompokKerja
ULP/ Pejabat Pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang­
undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan mengadakan pekerjaan dilakukan dengan membuat Surat
PeIjanjianjSurat Perintah Kerjayang ditandatangani olehPejabatPembuat
Komitmendan PenyediaBarangj Jasa.

4. Surat PeIjanjian/Surat Perintah Kerja merupakan dasar untuk
penerimaan barang, harus dengan tegas memuat dan menyatakan jumlah
barang dan biayamaupun syarat-syarat yang diperlukan.

5. Penerimaan barang dilaksanakan oleh Penyimpan 8arang danj'atau
Pengurus 8arang setelah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
dengan membuat BeritaAcaraPanitia PenerimaHasil Peketjaan.

6. Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila melampiri dokumen­
dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Administrasi pengadaan barang milik Daerah yang dilaksanakan oleh
ULP/Pejabat Pengadaan mencakup seluruh kegiatan pengadaan barang
Daerah sesuai dengan Daftar Kebutuhan BarangDaerah.

4. Pengadaan barang Daerah melalui ULP/Pejabat Pengadaan, batasan dan
cakupan kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan teknis administrasi lebih lanjut dikoordinasikan dan
dikonsultasikan dengan Pembantu Pengelola.

6. Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap tertib administrasi maupun
kualitas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui
Pengelola8arang.

A. PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pengadaan barang Daerah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan
(ULP)/Pejabat Pengadaan dengan tujuan :
a. Tertib administrasi pengadaan barang milikDaerah;
b. Tertibadministrasi pengelolaanbarang milikDaerah;
c. Pendayagunaan barang Daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan

pengadaan barang milikDaerah; dan
d. Tercapainyatertib pelaksanaan penatausahaan barang milikDaerah.

2. Pengadaan barang milikDaerah dapat dipenuhi dengan cara:
a. Pengadaan/ pemboronganpekerjaan;
b. Membuat sendiri (swakelola);
c. Penerimaan (hibah atau bantuan/ sumbangan atau kewajiban Pihak

Ketiga;
d. Tukarmenukar; dan
e. Guna susun.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR

PENGADAAN
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C. PENGADAANTANAH

1. Pengadaan tanah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pengelola Barang.

2. Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan
pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 148 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:

1) Rencana pembangunanjangka menengah;
2) Rencana strategis; dan
3) Rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan.

3. Rencana pengadaan tanah dapat disusun secara bersama-sama oleh
instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi terkait atau
dapat dibantu oleh lembaga professional yang ditunjuk oleh instansi yang
memerlukan tanah.

4. Rencana pengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan
pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat :
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan.

Maksud dan tujuan rencana pembangunan menguraikan maksud dan
tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan
untuk kepentingan umum.

b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana
Pembangunan Nasional dan Daerah.
Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas
pembangunan menguraikan kesesuaian rencana lokasi pengadaan
tanah dengan rencana lokasi pengadaan tanah dengan rencana tata
ruang wilayah dan prioritas pembangunan.

c. Letak tanah.
Letah tanah menguraikan wilayah administrasi:
1) kelurahan/ desa atau nama lain;
2) kecamatan;
3) kabupaten;
4) provinsi.

d. Luas tanah yang dibutuhkan.
Luas tanah yang dibutuhkan menguraikan perkiraan luas tanah yang
diperlukan.

e. Gambaran umum status tanah.
Gambaran umum status tanah, menguraikan data awal mengenai
penguasaan dan pemilikan atas tanah.

7. Keseluruhan dokumen kontrak harus disusun sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan/ atau ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang
bersangkutan.

8. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki
reputasi baik, antara lain dibuktikan dari pengalaman pelaksanaan
pekerjaan di Kementeriari/ Lembaga/ Daerah/Instansi.
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f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah.
Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah menguraikan
perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-rnasing tahapan
pelaksanaan pengadaan tanah.

g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan.
Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan menguraikan
perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.

h. Perkiraan nilai tanah.
Perkiraan nilai tanah menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian obyek
pengadaan tanah, meliputi : tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/ atau
kerugian lain yang dapat dinilai.

1. Rencana penganggaran.
Rencana penganggaran menguraikan besaran dana, sumber dana dan
rincian alokasi dan untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaanserta sosialisasi.

5. Kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan rencana tata ruang
wilayah dan prioritas pembangunan didasarkan pada rekomendasi
kesesuaian tata ruang.

6. Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah ditetapkan oleh pimpinan
instansi atau pejabat yang ditunjuk.

7. Dokumen perencanaan Pengadaan tanah yang telah ditetapkan oleh
pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk disampaikan kepada Bupati
untuk mendapat persetujuan.

8. Dokumenperencanaan pengadaan tanah yang telah mendapat persetujuan
oleh Bupati selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan
anggaran kegiatan pengadaan tanah.

9. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui
tahapan :
a. Perencanaan;
b. Persiapan;
C. Pelaksanaan; dan
d. Penyerahan Hasil.

10. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5
(lima)hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan
tanah dengan pihak yang berhak.

11. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5
(lima) hektar, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan
pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012
tentang PetunjukTeknisPelaksanaanPengadaanTanah, sebagaimanatelah
diubah dengan Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang /Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanTanah.

12.Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
dilaksanakan paling lama 60 (enampuluh) hari kerja sejak penetapan lokasi
pembangunan untuk KepentinganUmwn
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13. Asal-usul tanah terdiri dari :
a. Tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara);
b. Tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat); dan
c. Tanah hak (tanah milik perorangan atau Badan Hukum), berbentuk hak

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak
pengelolaan.

14. Setiap penguasaan tanah oleh Daerah untuk keperluan apapun perlu ada
landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang (Kantor Pertanahan).

15. Penguasaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat dilakukan
melalui prosedur :
a. Pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara)

oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian hak;
b. Pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, milik

perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan
pembayaran ganti rugi kepada pemililmya;

c. Penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti
rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya.

16. Setelah proses pembebasan tanah atau penerimaan sumbangan /hibah
selesai, perlu pengurusan lebih lanjut dalam rangka memperoleh hak atas
tanahnya serta sertifikat tanah yang bersangkutan, dengan diperolehnya
sertifikat, barulah proses pengadaan tanah dapat dianggap selesai, tertib
dan aman terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain.
Hak atas tanah yang dimilikioleh Pemerintah Kabupaten Tabalong yaitu :
a. Hak Pakai (HP), apabila tanahnya dipergunakan sendiri untuk

keperluan yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan tugas­
tugas pemerintahan;

b. Hak Pengelolaan (HPL), apabila tanahnya dipergunakan untuk
keperluan lain yang tidak langsung berhubungan dengan tugas, seperti
pengkaplingan untuk pegawai/anggota DPRD,pola kerja sama dengan
Pihak Ketiga atau penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh
Bupati.

17. Tata cara pembebasan tanah :
a. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang

dikuasai oleh Pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh Badan Usaha
MilikNegara/Badan Usaha MilikDaerah dilakukan oleh pejabat yang
berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk
itu.

b. SKPD yang memerlukan tanah harus mengajukan permohonan
pembebasan tanah kepada Bupati dengan mengemukakan maksud dan
tujuan penggunaan tanahnya.
Permohonan tersebut harus disertai dengan keterangan mengenai:
1) Status tanah yang akan dibebaskan haknya (ienla/macam haknya,

luas, serta tanahnya);
2) Gambar situasi tanahnya;
3) Maksud dan tujuan pembebasan tanah; dan
4) Dokumen perencanaan penggunaan tanahnya.

c. Tata cara pengadaan tanah mengacu pada :
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2) Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan KeempatAtas
Peraturan PresidenNomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
PengadaanTanah BagiPembangunan Untuk KepentinganUmum;

3) Peraturan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor5 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KepalaBadan Pertanahan
NasionalNomor5Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan
PengadaanTanah.

d. dibuat BeritaAcaraDaftarPelepasan HakObjekPengadaanTanah yang
ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dihadapan Kepala Kantor
Pertanahan Setempat.

e. Tata cara perolehan hak dan penyelesaian sertifikat hak atas tanah :
1) Dengan selesainya proses pembebasan tanah, berubahlah status

tanahnya menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh Negara
secara langsung)dan untuk dapat dikuasai sebagai Hak Pakai atau
HakPengelolaanolehPemerintahDaerah, harus dipenuhi ketentuan
permohonan hak dan penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya;

2) Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan
diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pejabat yang berwenang
dibidang pertanahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku;

3) Setelah sertifikatHakAtasTanah tersebut diterima olehPemerintah
Daerah,maka selesaiproses pengadaan tanahnya. Pengurusan lebih
lanjut, sepanjang mengenai inventarisasinya terutama didasarkan
kepada penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan pengadaan tanah tersebut antara lain:
a) Berita acara pembebasan tanah;
b) Berkas (pertinggal)permohonan hak pakaij hak pengelolaan;
c) Salinan keputusan pemberian hak pakai/hak pengelolaan;
d) Sertifikatatas tanahnya.

f. Perolehanhak berupa sumbangan/hibah.
1) Penerimaan sumbangan atau hibah atas tanah dari Pihak Ketiga

dituangkan dalam Berita AcaraHibah dengan mencantumkan luas
tanah, nilai dan status kepemilikan;

2) Setelah ditandatangani Berita Acara Hibah, Pemerintah Daerah
segeramenyelesaikan status/ dokumen kepemilikan;

3) Penerimaan sumbangan atau hibah berupa tanah dan/ atau
bangunan dan selain tanah darr/atau bangunan baik dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan
hukum lainnya, dituangkan dalam Berita Acara dan segera
diselesaikan status/ dokumen kepemilikan.

g. Semua tanah yangpada saat ini statusnya masih dikuasai Pemerintah
Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan
masing-masing SKPD menyediakan dana untuk kepengurusan
sertifikat dimaksud.
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D. DAFfARHASILPENGADAANBARANGMILIKDAERAH
1. Oaitar hasil pengadaan barang milik Oaerah memuat catatan seluruh

barang yang diadakan oleh semua SKPOdalam masa satu tahun anggaran.
2. Yang dimaksud dengan pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa oleh Kementeriari/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerab/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/ jasa.

3. Oaftar hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis, dijadikan
lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
dan sebagai dasar pengelolaan aset./barang Oaerah selanjutnya.

4. Prosedur pembuatan Oaftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
(DHPBMD)sebagai berikut :
a. Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang menyediakan

formulir yang diperlukan;
b. Formulir tersebut dikirimj disampaikan kepada semua SKPOuntuk diisi

sesuai dengan barang-barang yang diadakan oleh SKPD yang
bersangkutan;

c. Oaftar Hasil Pengadaan BarangMilikDaerah dibuat setiap 1 (satu)bulan
dan disampaikan pada saat Rekondengan BidangAset pada BPKAD;

d. Daftar Hasil Pengadaan 8arang MilikOaerah dari semua SKPDdikirim
ke Pembantu Pengelola Barang paling lambat 2 (dua) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan untuk
disusun / dihimpun menjadi 8uku Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik
Daerah.
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c. PENYIMPANAN
a. Penyimpanan barang Daerah dilaksanakan dalam rangka pengurusan,

penye1enggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam
gudangj ruang penyimpanan sehingga dalam pengurusan barang
persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan
tepat.

B. PENERIMAAN

b. Semua barang bergerak penerimaannya dilakukan oleh penyimpan
barang/pengurus barang, untuk itu penerimaan barang oleh penyimpan
barangj pengurus barang dilaksanakan di Gudang penyimpanan.

c. Pelaksanaan penerimaan barang tersebut antara lain:
1. Dasar penerimaan barang adalah surat perintah kerjaj surat

perjanjianjkontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang;

2. Barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas
menyatakan rnacam/ jenis, banyak, harganya dan spesifikasi barang;

3. Barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh panitia pemeriksa
barang oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan isi dokumen
tersebut pada angka 2 di atas;

4. Pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah apabila berita acara
pemeriksaan barang te1ah ditandatangani oleh Pejabatj Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),penyimpanj pengurus barang dan
penyedia barangj jasa;

5. Apabila berdasarkan penelitian temyata ada kekurangan atau syarat­
syarat yang belum terpenuhi, maka penerimaan barang dilakukan
dengan membuat tanda penerimaan sementara barang yang dengan
tegas membuat sebab-sebab daripada penerimaan sementara barang;

6. Apabila kekurangan dan syarat-syarat tersebut pada angka 5 sudah
terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada angka 3, maka dapat
dilaksanakan penerimaan barang sesuai ketentuan pada angka 4;

7. Apabila barang telah diterima akan tetapi belum sempat diperiksa,
maka penerimaan barang dilaksanakan dengan membuat tanda
penerimaan barang sementara, dengan diberi catatan barang belum
diteliti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

A. UMUM

Penerimaan barang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan
dan/ atau dari pihak ketiga harus dilengkapidengan dokumen pengadaan dan
berita acara.
Penyimpanan dan penyaluran barang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari
penerimaan barang milik Daerah baik melalui pengadaan maupun
sumbangarr/ bantuanjhibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam
rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah.
Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik Daerah
diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan disesuaikan dengan sifat
dan jenis barang untuk penempatan pada gudang penyimpanan, sedangkan
dalam pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan sesuai rencana penggunaan
untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

BABIII
SISTEM DAN PROSEDUR

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

16



b. Kegiatanpenyimpanan barang milikDaerah yaitu :
1. Menerima, menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan

barang dalam gudang/ ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan
sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman;

3. Menyelenggarakan administrasi penyimpanan/ pergudangan atas
semua barang yang ada dalam gudang;

4. Melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap
barang persediaan yang ada didalam gudang agar persediaan selalu
dapat memenuhi kebutuhan;

5. Membuat laporan secara berkala atas persediaan barang.
c. PenyimpanBarang

Penyimparr/pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk
menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik Daerah yang
diangkat oleh pengelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan
bertanggungjawab kepada pengelolamelalui atasan langsungnya (Kepala
SKPDselaku PenggunaBarang).
Penyimpan barang dapat diangkat kembali pada tahun anggaran
berikutnya dengan memperhatikan ketentuan jabatan, dimana jabatan
penyimpan barang tersebut dapat dirangkap dengan pengurus barang
sepanjang beban tugas/volume kegiatan tidak terlalu besar.
Sekretaris Daerah se1aku Pengelola Barang menetapkan Penyimpan
Barang dalam lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
syarat-syarat sebagai berikut :
1. Diusulkan oleh KepalaSKPDyang bersangkutan;
2. Serendah-rendahnya menduduki golongan II dan setinggi tingginya

golonganIII,mengacu kepada Undang-UndangKepegawaian;
3. Dapat mengoperasikan komputer (MicrofoftExcel);
4. Minimal mempunyai pengalaman dalam pengurusan barang/ telah

mengikuti kursus penyimpan barang; dan
5. Mempunyai sifat dan akhlak yang baik, antara lain jujur, teliti, dan

dapat dipercaya.
DalamKeputusan Penetapan Penyimpan Barang oleh Pengelolasekaligus
ditunjuk atasan langsungnya yang antara lain berkewajibanmemberikan
persetujuan atas setiap pengeluaran barang dan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaannya, serta ditetapkan pula jumlah atau besamya
insentif bagi penyimpan barang dimaksud.
Tugas dan tanggung jawab PenyimpanBarang :
1. Menerima,menyimpan dan menyerahkan barang milikDaerah ke unit

pemakai;
2. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran

barang dan keadaan persediaan barang ke dalam Buku Barang
Inventaris, Buku Barang Pakai Habis dan Buku Hasil Pengadaan;

3. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan
pengeluaran/ penyerahan secara tertib dan teratur sehingga
memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama
dalam hubungan dengan pengawasan barang;

4. Mengamankan keberadaan barang-barang sebelurn disalurkan ke unit
pemakai dari resiko kerugian, hilang, rusak, dicuri atau sebab lain;

5. Membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidentil
mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnyakepada
pengelolamela1uiatasan langsungnya;

6. Membuat perhitunganj pertanggungjawaban atas barang yang
diurusnya;
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D.PENYALURAN
Penyaluran merupakan kegiatan untuk melakukan pengiriman barang dari
gudang ke unit kerja.

7. Bertanggungjawab kepada pengelolamelalui atasan langsung mengenai
barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dieuri
dan sebab lainnya;

8. Melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6
(enam) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan
keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita
Acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang;

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun
sewaktu-sewaktu dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah
selaku PengelolaBarang melalui KepalaSKPDselaku Pengguna Barang;

lO.Dalam hal penyimpan barang karena sesuatu hal tidak dapat
melaksanakan tugasnya, maka untuk menjaga kelangsungan tugas/
pekerjaan penyimpan barang tersebut, dapat dilaksanakan dengan cara
sebagai berikut :
a) Penyimpan barang yang tidak mampu melaksanakan tugasnya,

ditunjuk seorang pegawai lainnya sebagai penyimpan barang
pengganti. Penunjukan pegawai lainnya dilakukan oleh Pengelola
Barang atas usul KepalaSKPD.

b) Penyimparr/pengurus barang yang akan meninggalkan tugas
sementara, dapat ditunjuk seorang pegawai lainnya untuk
melakukan tugas sementara penyimpanjpengurus barang.
Penyerahan tugas tersebut harus dibuat berita acara pemeriksaan
gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan
serta dilaporkan kepada Pengelola,apabila Penyimpan Barang yang
bersangkutan kembali melakukan tugasnya, maka penunjukan
pengganti sementara tersebut harus dicabut dan penyerahannya
dibuat berita acara dan harus dilaporkan kepada Pengelola.
Penyerahan tugas tersebut harus dibuat berita acara pemeriksaan
gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan
serta dilaporkan kepada Pengelola, apabila Penyimpan Barang yang
bersangkutan kembali melakukan tugasnya, maka penunjukan
pengganti sementara tersebut harus dicabut dan penyerahannya
dibuat berita acara dan harus dilaporkan kepada Pengelola.

d. KewajibanAtasan Langsung Penyimpan.
1. Atasan langsung penyimparr/pengurus barang wajib secara berkala 6

(enam) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan
tugas penyimpan barang, yaitu pemeriksaan pembukuanj pencatatan
dan pemeriksaan gudang.
Hasil pemeriksaan harus dibuat dalam berita acara pemeriksaan dan
dieatat dalam buku pemeriksaan penyimpan barang yang
bersangkutan.
Hasil pemeriksaan dimaksud dikirim kepada Pengelola Barang dan
tembusannya masing-masing untuk Kepala SKPDyang bersangkutan,
Kepala BPKADselaku Pembantu Pengelola Barang dan Inspektorat.
Dalam hal atasan langsung Penyimpan Barang berhalangan maka
Pengelolaatau pejabat yang berwenang menunjuk pejabat lain sebagai
atasan langsung Penyimpan Barang.

2. Dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian Penyimpan Barang, atasan
langsung turut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.
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CONTOHDOKUMENPENERIMAAN,PENYIMPANANDANPENYALURAN:
a. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Larnpiran 3);
b. Berita Acara Penerimaan Barang (Lampiran 4);
c. Buku Penerimaan Barang (Lampiran 5);
d. Buku Pengeluaran Barang (Lampiran 6);
e. Buku Barang Inventaris (Lampiran 7);
f. Buku Barang Pakai Habis (Lampiran 8);
g. Kartu Barang (Lampiran 9);
h. Kartu Persediaan Barang (Lampiran 10);
1. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris

(Lampiran 11);
J. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis

(Lampiran 12);
k. Surat Pernyataan Penggantian Penyimpan Barang Sementara (Lampiran 13);
1. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang Berubah Keadaan (Lampiran 14);dan
m. Surat Perintah Pengeluarari/Penyaluran Barang (Lampiran 15).

Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan pembagianj
pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan.
Kegiatan Penyaluran yaitu :
a. menyelenggarakan penyaluran barang kepada unit kerja;
b. menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi; dan
c. membuat laporan realisasi penyaluran barang milik Daerah.

19



C. PENYERAHANTANAHDAN/ATAU BANGUNAN
1. Pengguna 8arang wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak

dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPDkepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku PengelolaBarang;

2. Bupati menetapkan barang milik Daerah berupa tanah danjatau bangunan
yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena sudah tidak
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPDyang
bersangkutan; dan

3. Pengguna 8arang yang tidak menyerahkan tanah darr/atau bangunan
tersebut diatas dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan
tanah dan/ atau bangunan tersebut.

B. TATA CARAPENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

1. Pengguna Barang melaporkan barang milik Daerah yang berada pada
SKPDyang bersangkutan kepada pengeloladisertai usul penetapan status
penggunaan;

2. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui BPKAD selaku
Pembantu Pengelola, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada
angka 1;

3. Setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, Sekretaris
Daerah melalui PengelolaBarang mengajukan usul kepada Bupati untuk
ditetapkan status penggunaannya;

4. Penetapan status penggunaan barang milik Daerah untuk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPDdanl atau dioperasikan oleh pihak lain dalam
rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi
SKPDyang bersangkutan;

5. Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 4,
ditetapkan oleh Bupati; dan

6. Atas penetapan status penggunaan, masing-masing KepalaSKPDmelalui
Penyimpan Barang/Pengurus Barang wajib melakukan penatausahaan
barang Daerah yang ada pada pengguna masing-masing.

A. UMUM

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik Daerah yang
ditetapkan oleh Bupati kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
sesuai tugas dan fungsi SKPDyang bersangkutan.
Penetapan status penggunaan barang milik Daerah pada masing-masing SKPD
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Jumlah personil/pegawai pada SKPD;
b. Standar kebutuhan tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau

bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
c. Beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan
d. Jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya.

Status penggunaan barang milik Daerah pada masing-masing SKPDditetapkan
dalam rangka tertib pengelolaan barang milik Daerah dan kepastian hak,
wewenangdan tanggungjawab kepala SKPD.

BABIV
SISTEMDANPROSEDUR

PENGGUNAAN
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C.INVENTARISASI

Inventarisasi rnerupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan
perhitungan, pengurusan, penye1enggaraan, pengaturan, pencatatan data dan
pelaporan barang milik Daerah dalarn unit pemakaian. Dari kegiatan
inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan
Daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak.
Buku inventaris terse but memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe,
jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan
sebagainya.
Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai
fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:
1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;

B.PEMBUKUAN

1. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran
dan pencatatan barang milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna
(DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rnelakukan pendaftaran
dan pencatatan sesuai format:
a. Kartu Inventaris Barang (KIB)ATanah (Larnpiran 16);
b. Kartu Inventaris Barang (KIB)B Peralatan dan Mesin (Larnpiran 17);
c. Kartu Inventaris Barang (KIB)C Gedung dan Bangunan (Larnpiran 18);
d. Kartu Inventaris Barang (KIB)D Jalan, lrigasi dan Jaringan (Lampiran

19);
e. Kartu Inventaris Barang (KIB)E Aset Tetap Lainnya (Larnpiran 20);
f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalarn Pengerjaan

(Larnpiran 21);
g. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)(Larnpiran 22);
h. Aset Tidak Berwujud (Larnpiran 23);
i. Aset yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga (Larnpiran 24);
J. Aset Lain-Lain (Larnpiran 25); dan
k. Barang Extracomptable (Lampiran 26).

3. Pembantu Pengelola Barang melakukan koordinasi dalam pencatatan dan
pendaftaran barang milik Daerah sebagaimana dirnaksud pada angka 2 ke
dalarn Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

A.UMUM

Dalam penatausahaan barang rnilik Daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang
meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pengguna
Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus rnelakukan pendaftaran dan
pencatatan barang rnilik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna dan Daftar
Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi
inventaris barang rnilik Daerah. Dokurnen kepemilikan barang milik Daerah
berupa tanah dan/ atau bangunan serta kendaraan dinas disirnpan oleh
BPKADselaku Pernbantu Pengelola Barang dan dokumen kepernilikan selain
tanah dan/ atau bangunan serta kendaraan dinas disimpan oleh Pengguna
Barang.

BABV
SISTEMDANPROSEDUR

PENATAUSAHAAN
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D. PELAPORAN
1. Laporan Semester

a. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Laporan Kuasa Pengguna
Barang setiap semester kepada Pengguna Barang;

b. Kuasa Pengguna Barang membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah
danj atau berkurang) setiap semester dan menyampaikan kepada
Pengguna Barang;

c. Pengguna 8arang merekapitulasi laporan-laporan termasuk daftar mutasi
barang dari Kuasa Pengguna Barang serta laporan dari SKPD yang
bersangkutan untuk dilaporkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah
selaku PengelolaBarang;

d. Selanjutnya BPKAD(Bidang Aset) selaku Pembantu Pengelola Barang
merekapitulasi seluruh laporan dari SKPD termasuk Daftar Mutasi
Barang menjadi Buku Inventaris Daerah;

e. Mutasi barang bertambah dan Iatau berkurang pada masing- masing
SKPDsetiap semester, dicatat secara tertib pada :
1) LaporanMutasi Barang; dan

2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal
sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; dan

3. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seIuruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah yang penggunaannya Iebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar
dalam Buku Inventaris.

Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan
peranannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan,
berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan
informasi yang tepat dalam :
1. Perencanaan kebutuhan dan pengangaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. Pembiayaan; dan
13. Tuntutan ganti rugi.
Barang MilikNegara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, pengguna
mencatat dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola.
Termasuk barang milik Daerah adalah barang milik Daerah yang
pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerahj Badan Usaha MilikDaerah
dijadikan sebagai Penyertaan ModalPemerintah Daerah, untuk meningkatkan
pendapatan Daerah guna mensejahterakan rakyat. Berdasarkan peraturan
perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau
penambahan penyertaan modal kepada perusahaan Daerah harus diatur
dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal.
Pimpinan Perusahaan DaerahjBadan Usaha MilikDaerah wajib melaporkan
daftar inventaris barang milik Daerah kepada Bupati, dan Bupati berwenang
untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang tersebut.

22



2) Daftar Mutasi Barang.
f. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah

dan/ atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada
Bupati melalui Sekretaris Oaerah selaku Pengelola Barang (Lampiran
27); dan

g. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah darr/ atau berkurang)
selain mencantumkan jenis, merek, tipe, dan lain sebagainya juga harus
mencantumkan nilai barang.

2. Laporan Tahunan (Semester 2)
a. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Laporan Kuasa Pengguna

Barang setiap tahunan kepada Pengguna Barang;
b. Kuasa Pengguna Barang membuat Oaftar Mutasi Barang (bertambah

dan/ atau berkurang) setiap tahun dan menyampaikan kepada Pengguna
Barang;

c. PenggunaBarang merekapitulasi laporan-Iaporan termasuk daftar mutasi
barang dari Kuasa Pengguna Barang serta laporan dari SKPD yang
bersangkutan untuk dilaporkan ke Bupati melalui Sekretaris Oaerah
selaku PengelolaBarang;

d. Selanjutnya BPKAO(Bidang Aset) selaku Pembantu Pengelola Barang
merekapitulasi seluruh laporan dari SKPD termasuk Daftar Mutasi
Barang menjadi Buku Inventaris Daerah Kabupaten Tabalong;

e. Laporan Mutasi Barang Semester I dan Semester IIdigabungkan menjadi
Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing- masing
dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang/
Lampiran 28);

f. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di BPKAO
selaku Pembantu PengelolaBarang; dan

g. Rekapitulasi seluruh barang milik Daerah (daftar mutasi) sebagaimana
dimaksud pada huruf f, disampaikan kepada MenteriDalam Negeri.

3. Laporan 5 Tahunan (Sensus Barang)
a. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Laporan Kuasa Pengguna

Barang setiap 5 tahunan (Sensus Barang) kepada Pengguna Barang;
b. Pengguna Barang merekapitulasi laporan-laporan termasuk daftar

mutasi barang dari Kuasa Pengguna Barang serta laporan dari SKPO
yang bersangkutan untuk dilaporkan ke Bupati melalui Sekretaris
Oaerah selaku PengelolaBarang;

c. BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang menghimpun seluruh
laporan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, baik jumlah
maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya;

d. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, digunakan sebagai
bahan penyusunan neraca Oaerah;

e. Hasil sensus barang Daerah dari masing-masing Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang, direkapitulasi ke dalam Buku
Inventaris dan disampaikan kepada Pengelola Barang, selanjutnya
Pembantu Pengelola Barang merekapitulasi Buku Inventaris tersebut
menjadi Buku Induk Inventaris;

f. Buku Induk Inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan
saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya
untuk tahun-tahun berikutnya Pengguna BarangjKuasa Pengguna
Barang dan Pengelola Barang hanya mernbuat Daftar Mutasi Barang
(bertambah danj atau berkurang) dalam bentuk Rekapitulasi Barang
MilikDaerah; dan

g. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang MilikDaerah akan diatur
tersendiri dalam Peraturan Bupati.
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4. Format Laporan Pengurus Barang
a. Buku Inventaris (Lampiran29);
b. RekapBuku Inventaris (Lampiran30);
c. Laporan Mutasi Barang (Lampiran31);
d. Daftar Mutasi Barang (Lampiran32);
e. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (Lampiran33);
f. Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus (Lampiran34); dan
g. Daftar Barang MilikDaerah yang Digunausahakan (Lampiran35).

5. PenggolonganBarang MilikDaerah
Barang milikDaerah digolongkanke dalam 6 (enam)kelompokyaitu:
1) Tanah

Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun
Campuran, Hutan, Tanah Kolam lkan, Danauj Rawa, Sungai, Tanah
Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah
Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah
badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

2) Peralatan dan Mesin
a) Alat-alat besar Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung, Alat­

alat Bantu dan lain-lain sejenisnya.
b) Alat-alat angkutan

AlatAngkutan Darat Bermotor,AlatAngkutan Darat Tak Bermotor,
AlatAngkutApungBermotor,AlatAngkutApung tak Bermotor,Alat
Angkut BermotorUdara, dan lain-Iainnya sejenisnya.

c) Alat-alat bengkel dan alat ukur
Alat Bengkel Bermotor, Alat BengkelTak Bermotor, dan lain- lain
sejenisnya.

d) Alat-alat pertanian/ peternakan
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman
jPasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.

e) Alat-alat kantor dan rumah tangga
Alat Kantor, AlatRumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya.

1) Alat studio dan alat komunikasi
AlatStudio, AlatKomunikasidan lain-lain sejenisnya.

g) Alat-alat kedokteran
Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran
Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata,
Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain
sejenisnya.

h) Alat-alat laboratorium
Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain
sejenisnya.

i) Alat-alat keamanan
Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Arnunisi, Senjata Sinar
dan lain-lain sejenisnya.

3) Gedung dan Bangunan :
a) Gedung Bangunan

Gedung Bangunan Tempat Kerja, Gedung Bangunan, Bangunan
Instalansi, Gedung Bangunan Tempat Ibadah, Rumah Tempat
Tinggaldan Gedung Bangunan lainnya yang sejenis.

b) Bangunan monumen
Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan
lain-lain sejenisnya.
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4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
a) Jalan dan jembatan

Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya.
b) Bangunan air j irigasi

Bangunan air irigasi, Bangunan air Pasang, Bangunan air
Pengembangan rawa dan Polde, Bangunan Air Penganan Surya
dan Penanggul, Bangunan air minum, Bangunan air kotor dan
Bangunan Air lain yang sejenisnya.

c) Instalasi
Instalasi Air minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan
Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi
Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain
sejenisnya.

d) Jaringan
Jaringan AirMinum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.

5) Aset Tetap Lainnya
a) Buku dan perpustakaan

Buku seperti Buku Umum Filsafat, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu
Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, IlmuPengetahuan
Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olah raga Geografi, Biografi,
Sejarah dan lain-lain sejenisnya.

b) Barang bercorak kesenian/ kebudayaan
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayan seperti Pahatan, Lukisan
Alat-alat Kesenian,AlatOlah Raga,Tanda Penghargaan, dan lain­
lain sejenisnya.

c) Hewan/temak dan tumbuhan
Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang
Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain
sejerusnya.
Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon
Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon
ayomanj pelindung.

6) Kontruksi dalam Pengerjaan

6. Pelaksanaan Inventarisasi
Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni :
a. Pelaksanaan pencatatan; dan
b. Pelaksanaan pelaporan.
Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai
berikut:
a. Kartu Inventaris Barang (KIBA,B, C, D, E dan F);
b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
c. Buku Inventaris; dan
d. Buku Induk Inventaris.
Oalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar yaitu :
a. Buku Inventaris dan Rekap; dan
b. Oaftar Mutasi Barang dan Rekap.
Fungsi dari buku dan kartu inventaris baik untuk kegiatan pencatatan
maupun untuk kegiatan pelaporan sebagaimana dikemukakan di bawah
ini:
a. Buku Induk Inventaris (BU) merupakan gabungan{kompilasi buku

inventaris sedangkan buku inventaris adalah himpunan catatan data
teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang
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inventaris sebagai hasil sensus di tiap-tiap SKPD yang dilaksanakan
secara serentak pada waktu tertentu.

b. Pembantu Pengelola mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
barang Daerah. Untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku
inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat serta
termutakhir (up to date) maka dilakukan melalui Sensus Barang Daerah
setiap 5 (lima) tahun sekali.
Prosedur pengisian Buku Induk Inventaris, adalah sebagai berikut :
(1) Pengguna melaksanakan inventarisasi barang yang dieatat di dalam

Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, dan F dan Kartu
Inventaris Ruangan (KIR) secara kolektif atau secara tersendiri per
jenis barang rangkap 2 (dua);

(2) Pengguna barang bertanggung-jawab dan menghimpun KIBdan KIR
dan mencatatnya dalam Buku Inventaris yang datanya dari KIB A,
B, C, D, Edan F serta membuat KIRdimasing- masing ruangan;

(3) Pembantu pengelola barang mengkompilasi Buku Inventaris menjadi
Buku Induk Inventaris;

(4) Rekapitulasi Buku Induk Inventaris ditanda tangani oleh pengelola
atau pembantu pengelola; dan

(5) Buku Induk Inventaris berlaku untuk 5 (Lima) tahun, yang
selanjutnya dibuat kembali dengan tatacara sebagaimana telah
diuraikan di atas (Sensus Barang).

c. Kartu Inventaris Barang (KIB)
Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barang­
barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi
data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga dan data lain
mengenai barang tersebut, yang diperlukan baik untuk inventarisasi
maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum
dihapuskan.
KIB terdiri dati :

(I) Kartu Inventaris Barang A (Tanah);
(2) Kartu Inventaris Barang S (Mesin dan Peralatan);
(3) Kartu Inventaris Barang C (Gedung dan Bangunan];
(4) Kartu Inventaris Barang D (Jalan, lrigasi dan Jaringan);
(5) Kartu Inventaris Barang E (Aset Tetap Lainnya); dan
(6) Kartu Inventaris Barang F (Konstruksi dalam Pengerjaan).

d. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang- barang
inventaris yang ada dalam ruangan kerja, Kartu Inventaris Ruangan ini
harus dipasang di setiap ruangan kerja, pemasangan dan pencatatan
inventaris ruangan menjadi tanggung jawab pengurus barang dan
Kepala Ruangan di setiap SKPD.

e. Daftar Rekapitulasi Inventaris.
Daftar Rekapitulasi Inventaris disusun oleh Pengelola Barang/ Pembantu
Pengelola Barang dengan mempergunakan bahan dari Rekapitulasi
Inventaris Barang yang disampaikan oleh Pengguna Barang,

f. Daftar Mutasi Barang,
Daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang dan/ atau
yang bertambah dalam suatu jangka waktu tertentu (1 semester dan 1
tahun).
Mutasi barang terjadi karena :
(1) Bertambah, disebabkan :

a. Pengadaan baru karena pembelian;
b. Sumbangan atau hibah;
c. Tukar-menukar; dan
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d. Perubahan peningkatan kualitas (guna susun).
(2)Berkurang, disebabkan :

a. Dijual/ dihapuskan;
b. Musnah/hilang/mati;
c. Dihibahkanj'disumbangkan; dan
d. Tukar menukar/ruilslag /tukar gulingjdilepaskan dengan ganti

rugi.
7. Kodefikasi

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang
inventaris milik Pemerintah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
Tujuan pemberian kodefikasiadalah untuk mengamankan dan memberikan
kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing­
masing Pengguna Barang.
Kode Lokasi dan Kode Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(Lampiran36)
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B. PINJAMPAKAI

1. Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik Daerah
kepada instansi pemerintah, antar pemerintah Daerah, yang ditetapkan
dengan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima
imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, barang milik
Daerah terse but diserahkan kembali kepada Pemerintah.

2. Pinjam pakai selain hal terse but di atas, dapat diberikan kepada alat
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka
menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

3. Syarat-syarat pinjam pakai barang milik Daerah adalah:
a. barang milik Daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan

oleh SKPD;
h. barang milik Daerah yang dipinjampakaikan tersebut hanya boleh

digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya;
c. pinjam pakai tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok

instansi atau SKPD;
d. barang milik Daerah yang dipinjampakaikan harus rnerupakan

barang yang tidak habis pakai;
e. peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang

diperlukan selama perninjaman;
f. perninjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan

barang;
g. jangka waktu pinjam pakai maksimal selama 2 (dua) tahun dan

apabila diperlukan dapat diperpanjang kernbali; dan
h. pengembalian barang milik Daerah yang dipinjam pakaikan harus

dalam keadaan baik dan lengkap.

A.UMUM

Barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah
darr/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak
membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya biaya
pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang
tidak bertanggung jawab.
Pemanfaatan barang milik Daerah yang optimal akan membuka lapangan
kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/
meningkatkan pendapatan Daerah.
Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak
dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam
pakai, sewa, kerjasama pernanfaatan, bangun guna serah, ban gun serah
guna dengan tidak merubah status kepemilikan.
Pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan Iatau bangunan
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati,
selain tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang
setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
Permohonan pemanfaatan barang milik Daerah dikaji oleh Tim Pemanfaatan
Barang Milik Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BABVI
SISTEMDANPROSEDUR

PEMANFAATAN
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C. SEWAMENYEWA

1. Penyewaan merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemanfaatan
kepada Pihak Ketiga, dalam hubungan sewa menyewa tersebut harus
memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk
jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

2. Penyewaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyewaan barang milik Daerah hanya dapat dilakukan dengan

pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
barang milik Daerah;

b. untuk sementara waktu barang milik Daerah tersebut belum
dimanfaatkan oleh SKPD;

c. barang milik Daerah dapat disewakan kepada pihak lain/ Pihak
Ketiga;

d. jenis-jenis barang milik Daerah yang disewakan ditetapkan oleh
Bupati;

e. besaran sewa ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan
Tim Penaksir;

f. hasil penyewaan merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas
Daerah; dan

g. dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa harus ditetapkan :
1) jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan;

4. Pinjam pakai barang milik Daerah hanya dapat dilaksanakan antar
Pemerintah.

5. Pinjam pakai barang milik Daerah ditetapkan dengan Surat Perjanjian
dan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara.

6. Surat Perjanjian Pinjam Pakai dilaksanakan oleh Pengelola setelah
mendapat persetujuan Bupati.

7. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian dengan
sekurang-kurangnya memuat:
a. pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
c. jangka waktu pinjam pakai;
d. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu peminjaman; dan
e. persyaratan lain yang dianggap perIu.

8. Prosedur permohonan Pinjam Pakai :
a. pemohon mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Sekretaris

Daerah selaku Pengelola Barang untuk memanfaatkan barang milik
Daerah;

b. tim Pemanfaatan Barang MilikDaerah melakukan koordinasi terkait
permohonan pinjam pakai barang milik Daerah;

c. tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah melakukan pengkajian atas
barang milik Daerah yang akan dipinjam pakai serta pemohon
sesuai dengan syarat-syarat yang te1ah ditentukan;

d. hasil rapat Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaporkan
kepada Bupati;

e. jika pennohonan diizinkan, Pembantu Pengelola Barang membuat
Perjanjian Pinjam Pakai sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan; dan

f. jika permohonan tidak diizinkan, Pengelola memberikan jawaban
secara tertulis kepada Pemohon.
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2) biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi
tanggung-jawab penyewa; dan

3) persyaratan lain yang dianggap perlu,
3. Jenis barang milik Daerah yang dapat disewakan, antara lain:

a. rumah Dinaa/Mess dan sejenisnya;
b. bangunan/Oedung:
C. toko/Kios;
d. tanah; dan
e. kendaraan dan Alat-alat besar.

4. Prosedur penyewaan
a. Pengusulan penyewaan.

KepalaSKPDmengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
selaku Pengelola Barang atas barang milik Daerah yang akan
disewakan, dalam pengusulan tersebut dilengkapi data barang.

b. Kewenanganpenyewaan.
Penyewaan tanah darr/atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten
Tabalong dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati dan penyewaan sebagian tanah darr/atau
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna serta selain tanah
dan/ atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan PengelolaBarang.

c. Batasan penyewaan
Dalam Keputusan tentang penyewaan barang milik Daerah harus
memuat secara tegas antara lain:
1) data mengenai barang milik Daerah yang akan disewakan; dan
2) ketentuan pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian

SewaMenyewa.
d. Surat Perjanjian SewaMenyewamemuat antara lain :

1) data barang milikDaerah yang disewakan;
2) hak dan kewajiban dari pada kedua belah pihak;
3) jumlah/besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Pihak

Ketiga;
4) jangka waktu sewa-menyewa;
5) sanksi;
6) ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan­

batasan penggunaan barang milikDaerah yang disewakan kepada
Pihak Penyewa;

7) surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut ditandatangani oleh
PengelolaBarang atas nama Bupati dengan Pihak Penyewa;

8) hasil penyewaan barang milik Daerah disetorkan ke Kas Daerah;
dan

9) segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan
pelaksanaan penyewaan barang milik Daerah ditanggung oleh
Pihak Penyewa.

10)jangka waktu penyewaan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat
dipertimbangkan untuk diperpanjang.

e. Besaran nilai sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang mengatur
Retribusi Jasa Usaha.

5. Prosedur permohonan SewaMenyewa:
a. Pemohon mengajukan permohonan sewa menyewa kepada Sekretaris

Daerah selaku Pengelola Barang untuk memanfaatkan barang milik
Daerah.
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D. KERJASAMAPEMANFAATAN
1. Kerjasama pemanfaatan terhadap barang milikDaerah dengan pihak lain

dalam rangka optimalisasi dayaguna dan hasil guna barang milikDaerah
dan dalam rangka menambah/meningkatkan penerimaan Daerah.

2. Kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah darr/atau
bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati dan
sebagian tanah darr/atau bangunan yang masih digunakan oleh
pengguna dan barang Daerah selain tanah darr/atau bangunan.

3. Kewenangan penetapan kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah
berupa tanah danj atau bangunan yang telah diserahkan pengguna,
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

4. Kewenangan penetapan kerjasama pemanfaatan sebagian tanah
darr/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna selain
tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna setelah
mendapat persetujuan Pengelola.

5. Penetapan dan kewajiban mitra kerjasama.
a. Mitra kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan

melalui tender/Ielang dengan sekurang kurangnya 5 (lima)
pesertaj'peminat, apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut
diumumkan, peminatnya kurang dari 5 (lima), dapat dilakukan
proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung me1alui
negosiasi baik teknis maupun harga.

b. Pengecualian sebagaimana pada huruf a, dapat dilakukan
penunjukan langsung terhadap kegiatan yang bersifat khusus
seperti penggunaan tanah milikPemerintah Daerah untuk keperluan
antara lain pengelolaan limbah , pendidikan, sarana olah raga dan
dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga.

c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke
rekening kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan
hasil kerjasama pemanfaatan.

d. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan
memperhatikan antara lain:
1) nilai tanah danj atau bangunan sebagai obyek kerjasama

ditetapkan sesuai NJOPdan/ atau harga pasaran umum, apabila
dalam satu lokasi terdapat nilai NJOPdarr/atau pasaran umum

b. Tim Pemanfaatan Barang MilikDaerah melakukan koordinasi terkait
permohonan sewa menyewabarang milikDaerah.

c. Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah melakukan pengkajian atas
barang milik Daerah yang akan disewakan serta pemohon sesuai
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

d. Hasil rapat Tim Pemanfaatan Barang MilikDaerah dilaporkan kepada
Bupati.

e. Jika permohonan diizinkan, selanjutnya akan dilakukan
penghitungan nilai sewa oleh TimPenaksir Barang MilikDaerah.

f. Pembantu Pengelola8arang membuat Perjanjian Pinjam Pakai sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

g. Jika permohonan tidak diizinkan, Pengelola memberikan jawaban
secara tertulis kepada Pemohon.
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yang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah
yang ada;

2) kegiatan kerjasama pemanfaatan untuk kepentingan umum
dan/ atau kegiatan perdagangan;

3) besaran investasi dari mitre kerja; dan
4) penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.

e. Jangka waktu pemanfaatan paling lama 30 (tigapuluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

f. Mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan obyek
kerjasama pemanfaatan yaitu tanah dan/atau bangunan.

g. Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman lelang,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

h. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas,
tidak dapat dibebankan pada Pihak Ketiga.

6. Prosedur /Tata Cara Kerjasama Pemanfaatan.
Permohonan kerjasama pemanfaatan ditujukan kepada Panitia Lelang
dan dilengkapi data-data sebagai berikut:
a. akte pendirian;
b. memiliki SIUPsesuai bidangnya;
1. telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya;
2. mengajukan proposal;
3. memiliki keahlian dibidangnya;
d. memilikimodal kerja yang cukup; dan
e. data teknis :

1) Tanah: Lokasi/ alamat, luas, status, penggunaan saat ini.
2) Bangunan: Lokasi/ alamat, luas,status/IMB, kondisi.
3) Rencana penambahan bangunan gedung dan fasilitas lainnya

dengan memperhatikan :
(a) KDB(KoefisienDasar Bangunan]; dan
(b) KLB(KoefisienLuas Bangunan).

7. Tugas Panitia :
a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang

diajukan oleh pemohon;
b. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan

pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan,
besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai
bentuk pemanfaatannya bersamasama dengan pihak pemohon;

c. melakukan penelitian lapangan;
d. membuat Berita Acara hasil penelitian;
e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada

KepalaDaerah;
f. menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan

pemanfaatan dari Kepala Daerah tentang persetujuan
pemanfaatan;

g. menyiapkan Keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan
pemanfaatan; dan

h. menyiapkan Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima.
8. Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah
ditetapkan dalam Surat Perjanjian yang memuat antara lain:
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obyek kerjasama pemanfaatan;
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E. 8ANGUNGUNASERAH
1. 8angun Guna Serah (8GS) adalah pemanfaatan tanah dan/ atau

bangunan milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga membangun
bangunan siap pakai darr/atau menyediakan, menambah sarana lain
berikut fasilitas di atas tanah dan /atau bangunan tersebut dan
mendayagunakannya selama kurun waktu tertentu untuk kemudian
setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kernbali tanah dan
bangunan darr/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut kepada
Pemerintah Daerah.

2. Penetapan rnitra kerjasama 8angun Guna Serah dilaksanakan rnelalui
tender /lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/
peminat, apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminatnya kurang
dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan
langsung rnelalui negosiasi baik teknis maupun harga.

3. Dasar pertirnbangan bangun guna serah atas barang milik Daerah
yaitu:
a. barang milikDaerah belum dirnanfaatkan;
b. mengoptimalisasikan barang rnilikDaerah;
c. dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
d. menambah/ meningkatkan Pendapatan Daerah; dan
e. menunjang program pernbangunan dan kemasyarakatan Pemerintah

Daerah.
4. Persyaratan pelaksanaan Bangun Guna Serah :

a. gedung yang dibangun berikut fasilitas harus sesuai dengan
kebutuhan Pernerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;

b. pemerintah Daerah memilikitanah yang belurn dirnanfaatkan;
c. dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak

membebani AP8D;
d. bangunan hasil guna serah harus dapat dirnanfaatkan secara

langsung oleh Pihak Ketiga;
e. mitra bangun guna serah harus mempunyai kemampuan dan

keahlian;
f. obyek Bangun Guna Serah berupa sertifikat tanah hak pengelolaan

(HPL)milik Pernerintah Daerah tidak boleh dijaminkan, digadaikan
dan pemindahtangankan;

g. pihak Ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan diatas HPL
milik Pemerintah Daerah;

h. hak Guna 8angunan diatas HPLmilik Pemerintah Daerah dapat
dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan

c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
d. pokok- pokok mengenai kerjasama pemanfaatan;
e. data barang milik Daerah yang menjadi objek kerjasama

pemanfaatan;
f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
g. besarnya kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dan dicantumkan
dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan;

h. sanksi;
1. surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelolaatas nama 8upati dan

mitra kerjasama; dan
J. persyaratan lain yang dianggap perIu.
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hak tanggungan dimaksud akan hapus dengan habisnya hak guna
bangunan;

1. izinmendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah;
J. obyek pemeliharaan meliputi tanah beserta bangunan darr/atau

sarana berikut fasilitasnya;
k. mitra kerja bangun guna serah membayar kontribusi ke KasDaerah

setiap tahun selamajangka waktu pengoperasian;
1. besaran konstribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim

yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan
antara lain :
I} nilai aset berupa tanah milik pemerintah Daerah sebagai obyek

bangun guna serah ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran
umum setempat dibagi dua, dan apabila dalam satu lokasi
terdapat nilai NJOP dan harga pasaran umum setempat yang
berbeda, dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang
ada;

2} apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status penggunaari/
pemanfaatan (fungsi),dimana pola bangun guna serah dilakukan
pembangunannya dibawah permukaan tanah, maka nilai
tanahnya diperhitungkan separuh (50%) dari nilai sebagaimana
dimaksud angka 1);

3) peruntukan bangun guna serah untuk kepentingan umum dan
atau kepentingan perekonomiari/ perdagangan;

4} besaran nilai investasi yang diperlukarr/ disediakan pihak
ketiga; dan

5} dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan
PAD.

m. selama masa pengoperasian, tanah darr/atau bangunan tetap milik
Pemerintah Daerah;

n. penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan RencanaTata
RuangWilayah(RTRW);

o. jangka waktu pengguna-usahaan paling lama 30 (tigapuluh) tahun
sejak dimulai masa pengoperasian;

p. biaya penelitian, pengkajian, penaksir dan pengumuman lelang,
dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;

q. pelaksanaan penelitian, pengkajian dilaksanakan oleh tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat bekerjasarna dengan
Pihak Ketiga;dan

r. biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksanaj pengawas,
dibebankan pada Pihak Ketiga.

5. Prosedur/Tatacara Bangun Guna Serah
Permohonan penggunausahaan ditujukan kepada Panitia tenderflelang
dengan dilengkapidata-data sebagai berikut:
a. akte pendirian;
b. memilikiSIUPsesuai bidangnya;
c. telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya;
d. mengajukan proposal;
e. memilikikeahlian dibidangnya;
f. memilikimodal kerja yang cukup; dan
g. data teknis :

1) tanah: Lokasijalamat, luas, status, penggunaan saat ini.
2) bangunan: Lokasijalamat, luas,status kepemilikan.
3) rencana pembangunan gedung dengan memperhatikan :
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F. BANGUNSERAHGUNA
1. Bangun Serah Guna yang se1anjutnya disingkat BSG adalah

pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh
Pihak Ketigadengan cara PihakKetigamembangun bangunan siap pakai
dan/ atau menyediakan/ menambah sarana lain berikut fasilitas di atas
tanah darr/atau bangunan tersebut dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan kepada Daerah untuk kemudian oleh
Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan/ atau sarana
lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain
untuk didayagunakan selama kurun waktu tertentu.

(a) KDB(KoefisienDasar Bangunan);
(b) KLB(KoefisienLuas Bangunan);
(c) Rencana Pembangunan dan sebagainya.

6. Tugas Panitia :
a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang

diajukan oleh pemohon;
b. meneliti dan membahas proposal/ surat pennohonan yang diajukan

pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan,
besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai
bentuk pemanfaatannya bersama sama dengan pihak pemohon;

c. melakukan penelitian lapangan;
d. membuat BeritaAcara hasil penelitian;
e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada

Bupati;
f. menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan

pemanfaatan dari Bupati tentang persetujuan pemanfaatan;
g. menyiapkan Keputusan Bupati tentang persetujuan pemanfaatan;

dan
h. menyiapkan Surat Perjanjian, BeritaAcara Serah Terima.

7. Pelaksanaan
Pelaksanaan bangun guna serah atas barang milik Daerah ditetapkan
dalam Surat Perjanjianyang memuat antara lain :
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obyekBangun Guna Serah;
c. jangka waktu Bangun Guna Serah;
d. pokok-pokokmengenai bangun guna serah;
e. data barang milikDaerah yang menjadi objekbangun guna serah;
f. hak dan kewajibanpara pihak yang terikat dalam perjanjian;
g. jumlahj besarnya kontribusi yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga;
h. sanksi;
i. surat Perjanjianditandatangani oleh pengelolaatas nama Bupati dan

mitra kerjasama;
J. persyaratan lain yang dianggap perlu.

8. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah
Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan olehBupati.

9. Penyerahan kembali bangunanjgedung beserta fasilitas kepada
Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa
pengoperasian yang dijanjikan berakhir yang dituangkan dalam bentuk
Berita Acara.
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2. Penetapan untuk 8angun Serah Guna dilaksanakan rnelalui tender yang
rnengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/perninat,
apabila diurnurnkan 2 (dua) kali berturut-turut perninatnya kurang dari
5 (lima), dapat dilakukan proses pernilihan langsung atau penunjukan
langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.

3. Dasar pertimbangan 8angun Serah Guna atas barang milik Daerah
yaitu :
a. barang milik Daerah belurn dimanfaatkan;
b. rnengoptimalisasikan barang milik Daerah;
c. dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
d. menambah/ rneningkatkan pendapatan Daerah; dan
e. menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah

Daerah.
4. Persyaratan pelaksanaan 8angun Serah Guna :

a. gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;

b. pemerintah Daerah rnemilikitanah yang belum dimanfaatkan;
c. dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak

membebani APBD;
d. bangunan hasil bangun serah guna harus dapat dimanfaatkan

secara langsung oleh Pemerintah Daerah sesuai bidang tugas balk
dalarn masa pengoperasian maupun saat penyerahan kembali;

e. mitra bangun serah guna harus mempunyai kemampuan keuangan
dan keahlian;

f. obyek Bangun Serah Guna berupa sertifikat tanah hak pengelolaan
(HPL)milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijaminkan, digadaikan
dan dipindahtangankan;

g. pihak Ketigaakan memperolehHakGuna Bangunan diatas HPLmilik
Pemerintah Daerah;

h. hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Daerah dapat
dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan
hak tanggungan dimaksud akan hapus dengan habisnya hak guna
bangunan;

i. izinmendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah;
J. obyek pemeliharaan meliputi tanah beserta bangunan darr/atau

sarana berikut fasilitasnya;
k. mitra kerja bangun serah guna membayar kontribusi ke kas Daerah

setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;
1. besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim

yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan
antara lain :
1) nilai tanah danj'atau bangunan sebagai obyek kerjasama

ditetapkan sesuai NJOPdan/ atau harga pasaran umum, apabila
dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP darr/atau pasaran umum
yang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah
yang ada;

2) kegiatan kerjasama pemanfaatan untuk kepentingan umum
dan/ atau kegiatan perdagangan;

3) besaran investasi dari mitra kerja; dan
4) penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.

m. selama masa pengoperasian, tanah dan/ atau bangunan tetap milik
Pemerintah Daerah;

n. penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW);
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o. jangka waktu pengguna-usahaan paling lama 30 (tiga puluh) tahun
sejak dimulai masa pengoperasian;

p. biaya penelitian, pengkajian, penaksir dan pengumuman lelang,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

q. pelaksanaan penelitian, pengkajian dilaksanakan oleh tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat bekerjasama dengan
Pihak Ketiga;dan

r. biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/ pengawas,
dibebankan pada Pihak Ketiga.

5. Prosedur/Tata Cara Bangun Serah Guna.
Permohonan penggunausahaan ditujukan kepada Panitia Lelangyang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan dilengkapi data-data
sebagai berikut :
a. akte pendirian;
b. memilikiSIUPsesuai bidangnya;
c. telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya,
d. mengajukan proposal;
e. memilikikeahlian dibidangnya;
f. memilikimodal kerja yang cukup; dan
g. data teknis :

1) tanah: Lokasi/ulamat, luas, status, penggunaan saat ini.
2) bangunan: Lokasi/alamat, luas,status/IMB, kondisi.
3) rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:

a) KDB(KoefisienDasar Bangunan);
b) KLB(KoefisienLuas Bangunan); dan
c) Rencana Pembangunan.

6. Tugas Panitia.
a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang

diajukan oleh pemohon;
b. meneliti dan membahas proposal/ surat permohonan yang diajukan

pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan,
besamya kontribusi atau uang sewa setoran dan hal-hal lain yang
dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya bersama-sama
dengan pihak pemohon;

c. melakukan penelitian lapangan;
d. membuat Berita Acara hasil penelitian;
e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati

menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan
dari Bupati tentang persetujuan pemanfaatan;

f. menyiapkan Keputusan Bupati tentang persetujuan
pemanfaatan; dan

g. menyiapkan Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima.
7. Pelaksanaan bangun serah guna atas barang milik Daerah ditetapkan

dalam Surat Perjanjian yang memuat antara lain :
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obyekBangun Serah Guna;
c. jangka waktu Bangun Serah Guna;
d. pokok- pokok mengenai bangun serah guna;
e. data barang milik Daerah yang menjadi objek bangun serah guna;
f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
g. jumlah /besarnya kontribusi atau uang sewayang harus dibayar oleh

Pihak Ketiga;
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G. BADANLAYANANUMUMDAERAH(BLUD)
Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau Unit Kerja pada SKPDyang diberi wewenang untuk menggunakan
penerimaannya secara Iangsung dan pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. sanksi;
1. surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelolaatas nama Bupati dan

mitra kerjasama; dan
J. persyaratan lain yang dianggap perlu.

8. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah
Guna terIebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

9. Penyerahan kembali bangunarr/gedung beserta fasilitas kepada
Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa
pengoperasian yang dijanjikan berakhir yang dituangkan dalam bentuk
Berita Acara.
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B. PENGAMANAN
Pengamanan dilakukan terhadap barang milik Daerah berupa barang
inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang
diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.
1. Pengamanan fisik

a. Barang Inventaris.
1) Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan

cara:
a) pemanfaatan sesuai tujuan;
b) penggudangarr/penyimpanan booktertutup maupun terbuka;
c) pemasangan tanda kepemilikan.

2) Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan
cara:
a) Pemagaran;
b) Pemasangan papan tanda kepemilikan;
c) Penjagaan.

b. Barang Persediaan.
Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh Penyimpan
Barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik
sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milikDaerah terhindar
dari kerusakan fisiko

2. Pengamanan Administratif.
a. Barang Inventaris

1) Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan
dengan cara :
a) Pencatatan / Inventarisasi;
b) Kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur

pembelian dan lain-lain;
c) Pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker.

2) Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak
dilalrukan dengan cara ;
a) Pencatatan/ inventarisasi;
b) penyelesaian bukti kepemilikan seperti : 1MB,Berita Acara

serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jua1 Bell dan dolrumen
pendukung lainnya.

b. Barang Persediaan
Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan
dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib.

A.UMUM

Pengamanan merupakan kegiatan/ tindakan pengendalian dan penertiban
dalam upaya pengurusan barang milik Daerah secara fisik, administratif dan
tindakan hukum.
Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititikberatkan pada
penertibarr/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik
Daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta
terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.

BAB VII
SISTEMDANPROSEDUR

PENGAMANANDANPEMELIHARAAN
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C. PEMELIHARAAN
Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu
dalam kddaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan
berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang
sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi
bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan
barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun
dari segi keindahan.
Penyelenggaraanpemeliharaan dapat berupa :
a. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari hari oleh

unit pemakai/ pengurus barang tanpa membebani anggaran;
b. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan

secara berkala oleh tenaga terdidik/ terlatih yang mengakibatkan
pembebanan anggaran; dan

3. Tindakan Hukum
Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang
bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:
a. Negosiasi(musyawarah)untuk mencari penyelesaian.
b. Penerapan hukum.

4. Aparat Pelaksana Pengamanan
a. Pengamanan administratif.

1) Pencatatan olehPenggunaBarang dan dilaporkan kepada Pengelola
Barang melalui Pembantu PengelolaBarang;

2) Pemasangan label dilakukan oleh Pengguna Barang dengan
koordinasi Pembantu PengelolaBarang;

3) Pembantu PengelolaBarang darr/atau SKPDmenyelesaikan bukti
kepemilikan barang milikDaerah.

b. Pengamanan Fisik.
1) Pengamanan fisik secara umum tehadap barang inventaris dan

barang persediaan dilakukan oleh Pengguna Barang.
2) Penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh Pembantu

PengelolaBarang.
3} Pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan

oleh Pengguna Barang terhadap tanah danj'atau bangunan yang
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan
oleh Pembantu Pengelola Barang terhadap tanah dan/ atau
bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada
Bupati.

c. Tindakan Hukum.
1) musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik

Daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal
dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh
Pembantu Pengelola.

2} Upayapengadilan Perdata maupun Pidana dengan dikoordinasikan
oleh Bagian Hukum.

3) Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan,
penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oIeh Satuan
PolisiPamong Praja (Satpol PP)bersama-sama Bagian Hukum dan
SKPD Terkait.

5. Pembiayaan Pembiayaan pengamanan barang miik Daerah dibebankan
pada APBDdan/ atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
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1. Sasaran Pemeliharaan
Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat
dalam buku inventaris.

2. Rencana Pemeliharaan
1) Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau

gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang
inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macamfjenis
barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan
biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya.

2) Setiap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang
dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Harus memuat ketentuan mengenai macamj jenis barang, jenis

pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya,
waktu dan pelaksanaannya;

b) Menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD,khususnya Rencana
Tahunan Pemeliharaan Barang; dan

c) Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan kepada
Pengelolamelalui Pembantu Pengelolauntuk dipergunakan sebagai
pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan.

3) Untuk Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang bagi SKPD
ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diajukan pada waktu dan
menurut prosedur yang ditetapkan, dengan demikian rnaka Rencana
Tahunan Perneliharaan Barang merupakan landasan bagi pelaksanaan
pemeliharaan barang. Setiap perubahan yang akan diadakan pada
Rencana Pemeliharaan Barang harus dengan sepengetahuan Kepala
SKPDyang bersangkutan, sebelum diajukan kepada Pengelola Barang
melalui Pembantu PengelolaBarang.

3. Pelaksanaan Pemeliharaan
1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah dilaksanakan oleh

pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan
daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah (DKPBMD)yang
ada di masing-masing SKPD.

2) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah ditetapkan dengan
Surat Perintah Kerja/Burat PeIjanjian/Kontrak yang ditandatangani
oleh KepalaSKPD.

3) Dalarn rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik Daerah,
hams dibuat kartu pemeliharaarr/perawatan yang rnemuat:
a) Nama barang inventaris;

D. TAHAP-TAHAPPEMELIHARAAN

c. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan
secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat
diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang
mengakibatkan pembebanan anggaran.

Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah barang milik
Daerah terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor:
1) Biologis;
2) Cuaca, suhu dan sinar;
3) Airdan kelembaban;
4) Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang

bersangkutan dan sifat barang lain, benturan, getaran dan tekanan; dan
5) Lain - lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat­

sifat lainnya yang mengurangi kegunaan barang.
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b) Spesifikasinya;
c) Tanggalperawatan;
d) Jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
e) Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan;
f) Biaya pemeliharaanj'perawatan;
g) Yangmelaksanakan pemeliharaanj'perawatan:
h) Lain-lainyang dipandang perlu.

4) Pencatatan dalam kartu pemeliharaarr/perawatan barang dilakukan
oleh pengurus barang.

5) Penerimaan pekerjaan pemeliharaan/ perawatan barang:
a) Pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima harus dilakukan

pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang;
b) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia PemeriksaBarang;
c) Pelaksanaan pekerjaanZpemeliharaan barang dilaporkan kepada

Pengelolamelalui pembantu pengelola;
d) Pembantu pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan

pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Bupati.
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C. KETENTUANKHUSUS
1. Apabila harga barang hasil pembelian, pembuatan dan berasal dari

sumbanganfhibah tidak diketahui nilainya, maka dapat dilakukan
penilaian oleh TimPenaksir atau oleh Pengurus Barang.

2. Dalarn menentukan nilai taksiran dilakukan dengan membandingkan
barang yang sejenis dan tahun yang sarna.

3. Penilaian terhadap benda-benda bersejarah dan benda-benda bercorak
kebudayaan, pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di
bidang tersebut ..

4. Terhadap barang milikDaerah yang kondisinya telah rusak sama sekali dan
tidak mempunyai nilai, tidak perlu dicantumkan dalam daftar nilai untuk
membuat neraca (segeradi proses penghapusannya dari buku inventaris).

B. PELAKSANAANPENILAIANBARANGMILIKDAERAH
1. Pelaksanaan penilaian barang milik Daerah dilakukan oleh Tim yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat melibatkan dengan
lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset.

2. Lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset adalah
perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Penilaian barang milik Daerah yang dilaksanakan oleh Tim
Penilai/Penaksir, khusus untuk tanah darr/atau bangunan, dilakukan
dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga
diperoleh nilai wajar.

4. Penilaian barang milik Daerah selain tanah danl atau bangunan
berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan
kondisi fisik aset tersebut.

5. Penilaian barang milikDaerah yang dilaksanakan olehLembagaIndependen
yang bersertifikat di bidang penilaian aset, dilakukan dengan pendekatan
salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi
pendapatan serta dilakukan sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui
oleh Pemerintah.

A. UMUM
1. Penilaian barang milik Daerah dilakukan dalarn rangka pengarnanan dan

penyusunan neraca Daerah.
2. Penilaian barang milik Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi

Pemerintah Daerah.
3. Kegiatan penilaian barang milik Daerah harus didukung dengan data yang

akurat atas seluruh kepemilikan barang milik Daerah yang tercatat dalarn
daftar inventarisasi barang milik Daerah,

4. Penilaian barang milik Daerah selain dipergunakan untuk penyusunan
neraca Daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan,
inventarisasi, pemanfaatan, peroindahtanganan dan inventarisasi.

BABVIII
SISTEMDANPROSEDUR

PENILAIAN
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5. Apabila harga barang pernbelian, pembuatan atau harga barang yang
diterima berasal dari sumbanganj'hibah dan sebagainya tidak diketahui
karena tidak adanya dokumen yang bersangkutan menunjukan nilai yang
tidak wajar, nilainya supaya ditaksir oleh Tim Penaksir dan Pengurus
Barang.

6. Benda-benda bersejarah dan benda-bendayang bercorak kebudayaan tetap
dimasukkan ke dalam Buku Inventaris, sedangkan nilainya dapat ditaksir
dengan bantuan tenaga ahli di bidang tersebut.
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C. WEWENANG PENGHAPUSAN BARANG DAERAH

Penghapusan barang milikDaerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah
dan/ atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat
persetujuan DPRD,sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selaan
tanah dan/ atau bangunan sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku PengelolaBarang setelah
rnendapat persetujuan 8upati.

S. DASAR PENGHAPUSAN BARANG
Pada prinsipnya semua barang milik Daerah dapat dihapuskan, yakni :
1. Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/ alasan-

alasan sebagai berikut :
a. Rusak berat, terkena bencana alamjforce majeure;
b. Tidak dapat digunakan secara optimal (idle);
c. Terkena planologi kota;
d. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
f. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

2. Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbanganjalasan-alasan
sebagai berikut :
a. Pertimbangan teknis, antara lain:

1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak
ekonomis bila diperbaiki;

2) secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
3) telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kedaluwarsa;
4) karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan

sebagainya;
5) selisih kurang dalam timbanganj ukuran disebabkan penggunaan/

susut dalam penyimpananj pengangkutan.
b. Pertimbangan ekonomis, antara lain:

I} untuk optimalisasi barang milik Daerah yang berlebih atau idle;
2) secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila

dihapus, karena biaya operasional dan perneliharaannya lebih besar
dari manfaat yang diperoleh.

c. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang
disebabkan:
1) kesalahan atau kelalaian Penyimpan darr/atau Pengurus Barang;
2) diluar kesalaharr/kelalaian Penyirnpandarr/atau Pengurus 8arang;
3) Mati, bagi tanaman atau hewan Itemak;
4) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga tforce majeure}.

A.UMUM

Penghapusan barang milik Daerah adalah tindakan penghapusan barang
Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang
MilikDaerah.
Penghapusan tersebut di atas, dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang
Penghapusan 8arang MilikDaerah.

BABIX
SISTEM DAN PROSEDUR

PENGHAPUSAN
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F. PELAKSANAANPENGHAPUSANSARANGMILIKDAERAH
1. Penghapusan barang milik Daerah dilakukan dalam hal barang tersebut

sudah tidak:berada dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi).
2. Penghapusan barang milik Daerah dilakukan dalam hal barang tersebut

sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah.
3. Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan

Bupati dan penetapan oleh Pengelolaatas nama Bupati.
4. Penghapusan barang Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan

apabila barang dimaksud :
a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat

dipindahtangankan.
b. Alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

E. PROSESPENGHAPUSANSARANGMILIKDAERAH
1. Bupati membentuk Tim Penghapusan Barang milik Daerah yang susunan

personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.
2. Tugas TimPenghapusan meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan,

administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun
data lainnya yang dipandang perIu.

3. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan
melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat
keterangan sebab kematian dan lain-lain.

4. Selanjutnya Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
kepada Bupati mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan
melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penghapusan Barang Milik
Daerah.

5. Setelah mendapat persetujuan Bupati, penghapusan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang atas nama
Bupati, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum atau
lelang terbatas dan Iatau disumbangkari/ dihibahkan atau dimusnahkan.

6. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Bupati membentuk Panitia
Pelelangan Terbatas untuk melaksanakan penjualanjpelelangan terhadap
barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang MilikDaerah.

7. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak
dapat dipergunakan lagi seperti alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang
sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti AlatAngkutan berupa
kendaraan Alat Berat, MobilJenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan
lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Sekretaris Daerah
selaku Pengelolasetelah mendapat persetujuan Bupati.

D. KEWAJIBANLAPORAN
Barang milik Daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman], susut,
berlebih dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada Bupati melalui
PengelolaBarang.
Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor
kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperIukan.
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G. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SECARA KHUSUS
Penghapusan gedung milik Daerah yang harus segera dibangun kembali
(rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak
dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dalam keadaan bangunan yang rnembahayakan keselamatan jiwa dapat
dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil rnenunggu Keputusan
Bupati.
Alasan-alasan pernbongkaran bangunan gedung dimaksud adalah:
1. Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung

sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya
bangunan gedung tersebut;

2. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi,
banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.
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c. PENJUALANDANTUKARMENUKAR
1. Barang Bergerak

Penjualan barang milikDaerah dilakukan secara lelang atau melalui lelang
terbatas untuk barang milik Daerah yang bersifat khusus yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati, dan hasil penjualarr/pelelangan tersebut
disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
Penjualan barang milik Daerah yang dilakukan secara lelang meliputi
barang bergerak dan barang tidak bergerak.
Barang bergerak seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran,
mikro bus, derek, alat-alat berat, kendaraan di atas air dan jenis
kendaraan untuk melayani kepentingan umum serta barang inventaris
lainnya.

2. Barang Tidak Bergerak
Barang yang tidak bergerak yaitu tanah dan/ atau bangunan. Mengingat
prinsip pokok bahwa fungsi tanah yang dalam penguasaan Pemerintah
Daerah harus benar-benar dipergunakan secara tertib dan harus
diamankan, yaitu jangan sarnpai menirnbulkan pertentangan dalam
masyarakat, maka pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan harus
jelas luas tanah, lokasi dan nilainya.
a. Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah tanah Negarayang

telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Hak Pakai,
atau Hak Pengelolaan, atau tanah berasal dari tanah rakyat yang telah
dibebaskan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti rugi
ataupun tanah lain yang dikuasainya berdasarkan transaksi lain

B. BENTUK-BENTUKPEMINDAHTANGANAN
Bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi:
1. Penjualan dan Tukar Menukar;
2. Hibah; dan
3. Penyertaan modal.

A. UMUM
Pemindahtanganan barang milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan
sebagai tindak lanjut dan penghapusan.
Pemindahtanganan barang milikDaerah berupa tanah darr/atau bangunan dan
selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat
persetujuan DPRD.
Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRDapabila:
1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Daerah;
2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen penganggaran;
3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
5. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dari/atau berdasarkan ketentuan perundang­
undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak
secara ekonomis.

BABX
SISTEMDANPROSEDUR
PEMINDAHTANGANAN
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(sumbangan, hibah), sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan :
1) Tanah dengan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan dimaksud, diberikan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yakni
instansi Kantor Pertanahan.

2) Berdasarkan Keputusan pemberian Hak Pakai atau Hak Pengelolaan
tersebut, kepada instansi Kantor Pertanahan setempat perlu
dimintakan sertifikat Hak Pakai atau Hak Pengelolaan atas nama
Pemerintah Kabupaten Tabalong.

3) Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal
2 (dua) cara, yakni melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran
ganti rugi (dijual)dan dengan cara tukar menukar (ruilsiagh/ tukar
guling).

4) Tujuan pelepasan hak atas tanah adalah :
a) Untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan

hak atas tanah danjatau bangunan dengan cara ganti rugi atau
dengan cara tukar menukar (ruilslagj tukar guling)dalarn rangka
pengamanan barang milik Daerah;

b) Mencegah terjadinya kerugian Daerah; dan
c) Meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik Daerah

untuk kepentingan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5) Subyek pelepasan (ganti rugi atau tukar menukar / ruilslag/ tukar

guling) adalah pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar
menukar (ruilslag/ tukar guling) dapat dilakukan antara Pemerintah
dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara
Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi,
pegawai/perorangan, atau Badan Hukum Iainnya.

6) Alasan pelepasan hak [cara ganti rugi atau cara tukar
menukar / ruilslag/ tukar guling)antara lain:
a) Terkena planologi.;
b) Belum dimanfaatkan secara optimal (idle);
c) Menyatukan barang/ aset yang lokasinya terpencar untuk

memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
d) Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai

akibat pengembangan organisasi; dan
e) Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana

strategis Hankam.
7) Pelepasan dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana

untuk keperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah tidak
tersedia dalam APBD.
Motivasi/pertimbangan lainnya, yakni :
a) Disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana

Tata RuangWilayah;
b) Membantu instansi Pemerintah di Iuar Pemerintah Daerah yang

bersangkutan yang memerlukan tanah untuk lokasi kantor,
perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya;

c) Tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok
lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan
bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk
kepentingan dinas dapat dilepas kepada Pihak Ketiga dengan
Pembayaran ganti rugi atau cara tukar menukar (ruilslagj tukar
guling);
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d) Untuk itu perlu diperhatikan:
1. Dalam hal tukar menukar (ruilslag/ tukar guling)maka nilai

tukar pada prinsipnya harus berimbang dan lebih
menguntungkan Pemerintah Daerah;

11. Apapun yang harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah
tersebut harus seijin Pemerintah Daerah agar sesuai dengan
peruntukan tanahnya;

in. Dalam hal pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi,
diperlukan surat pernyataan kesediaan Pihak Ketiga untuk
menerima tanah dan Iatau bangunan itu dengan pembayaran
ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku; dan

iv. Dalam hal pe1epasan hak dengan tukar menukar
(ruilslag/tukar guling), diperlukan Surat Perjanjian Tukar
Menukar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
antar Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dengan
Pihak Ketigayang bersangkutan yang mengatur materi tukar
menukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai
ketentuan yang berlaku.

e) NilaiTanah dan/ atau Bangunan.
Nilai tanah dan Iatau bangunan yang akan dilepaskan dengan
ganti rugi atau dengan tukar menukar (ruilslag/ tukar guling)
kepada Pihak Ketiga, sebagai berikut:
1. Nilaiganti rugi tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman

pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku
setempat, untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI,
POLRIdan DPRD, sedangkan untuk Instansi Pemerintah,
Koperasi dany atau Yayasan milik Pemerintah, dapat
ditetapkan dengan berpedoman pada NilaiJual Objek Pajak
dan/ atau harga pasaran umum setempat.

11. Nilaitaksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan
berpedoman pada harga umum tanah dan berdasarkan
NJOPyang berlaku setempat.

iii. Nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada
saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi
dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah
umur bangunan dikalikan dengan:
1) 2%untuk bangunan permanen;
2) 4% untuk bangunan semi permanen;
3) 10%untuk bangunan yang darurat.
Dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80% dari
nilai taksiran (tidak dikenakan potongan sebesar 50%
seperti pada penjualan rumah dinas Daerah golongan III).

3. Proses Hak atas Tanah dan Bangunan.
a. Pembentukan TimPenaksir.

Bupati membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti
penguasaan atas tanah danJatau bangunan :
1) meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau

bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan
hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan
kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

2) menaksir besarnya nilai atas tanah danj atau bangunan tersebut
dengan berpedoman pada harga dasarjumum/NJOP tanah yang
berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada
huruf e romawi [ii] di atas;
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3) meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan
saran-saran kepada Bupati; dan

4) lain-lain keterangan yang dipandang perlu.
Hasil penelitian Panitia Penaksir terse but dituangkan dalam bentuk
Berita Acara.

b. Permohonan Persetujuan DPRD.
Pengeioia menyiapkan surat permohonan Bupati kepada DPRD untuk
mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas
tanah darr/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar
menukar (ruilslagj tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara Hasil
Penaksiran dari Tim Penaksir.

c. Keputusan Bupati
Berdasarkan persetujuan DPRD terse but di atas selanjutnya ditetapkan
Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi
atau tukar menukar.
Pada lampiran Keputusan Bupati terse but di atas harus memuat data
atas tanah danj atau bangunan yakni : letak/ alamat, luas dan tahun
perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi
atau nilai tukar menukar tanah dan/ atau bangunan tersebut.

d. Pelepasan hak atas tanah danjatau bangunan dengan cara ganti rugi
dilakukan dengan pelelangan/ tender dan apabila peminatnya hanya
satu dilakukan dengan penunjukan Iangsung dan dilakukan negosiasi
harga yang dituangkan dalam Berita Acara.

e. Pelepasan hak atas tanah dan Iatau bangunan dengan cara tukar
menukar dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga (tidak dilakukan
pelelanganj tender] dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan
dalam Berita Acara.

f. Teknis pelepasan hak atas tanah danj atau bangunan :
1) Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. Pelepasan

hak atas tanah danj atau bangunan dengan cara tukar menukar
(ruilslag) dimaksud harus diatur dalam Surat Perjanjian Bersama
antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
Dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut harus dicantumkan secara
jelas mengenai data tanah danl atau bangunan, hak dan kewajiban
kedua belah pihak, ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan lain
yang dipandang perlu.
Pelepasan hak atas tanah dari/atau bangunan dengan cara
pembayaran ganti rugi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan
dari Pihak Ketiga mengenai kesediaan menerima pelepasan tanah
danjatau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai
ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima.

2) Penghapusan tanah darr/atau bangunan dari Buku Inventaris.
a) apabila mengenai tanah kapling untuk rumah pegawai, harus

ditegaskan dalam Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas
tanah tersebut dan menghapuskan tanah tersebut dari Buku
Inventaris. Selanjutnya sertifikat hak atas tanah bagi masing­
masing pegawai yang bersangkutan baru dapat diproses melalui
Kantor Pertanahan setempat;

b) apabila mengenai tanah dimaksud pada huruf a) di atas, maka
sertifikat atas tanah yang dilepaskan kepada Pihak Ketiga dapat
diselesaikan melalui Kantor Pertanahan setempat berdasarkan
Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dari/atau
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bangunan dimaksud dan menghapuskan tanah danjatau
bangunan tersebut dari Buku Inventaris.

4. Penjualan Kendaraan Dinas.
a. Kendaraan PeroranganDinas

1) kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan
perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan WakilBupati.

2) umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah
dipergunakan selama 5 (lima) tahun dan/ atau lebih, sudah ada
pengganti dan tidak mengganggukelancaran pelaksanaan tugas.

3) yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud pada angka 2) adalah Bupati dan WakilBupati yang telah
mempunyaimasajabatan 5 (lima)tahun atau lebihdan belumpemah
membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam
tenggangwaktu 10 (sepuluh) tahun.

4) yang bersangkutan membuat permohonan membeli kendaraan
perorangan dinas. Penjualan Kendaraan perorangan dinas
didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.

5) Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan.
a) Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon

untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk
Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;

b) Panitia penjualan kendaraan meneliti dari segi administratif/
pemilikan Kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu
kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya
operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon
dan lain-lain yang dipandang perlu; dan

c) Hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan tersebut
dituangkan dalam bentuk BeritaAcara.

6) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan Dinas sebagai
berikut:
(a)penjualan kendaraan perorangan dinas harus memenuhi

persyaratan administratif, yakni:
(1) keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil

Bupati;
(2) surat pemyataan belum pernah membeli kendaraan

perorangan dinas dalam tenggangwaktu 10 (sepuluh) tahun;
(3) hasil penelitian panitia penjualan;
(4) harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai

berikut:
1. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5

sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40%
(empat puluh persen) dari harga umumjpasaran yang
berlaku;

11. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8
tahun atau lebih, harga jualnya 20%(dua puluh persen)
dari harga umum/ pasaran yang berlaku.

(b)Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan
dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain:
(1) Nama dan jabatan pembeli;
(2) Data mengenai kendaraan;
(3) Biayaperbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
(4) Hargajual sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
(5) Hargayang ditetapkan;
(6) Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
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(c)Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas.
Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas
selanjutnya:
(1) dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan

Dinasyang ditandatangani oleh Pengelolaatas nama Bupati;
(2) apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir

atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus
dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat
Perjanjianditandatangani;

(3) surat perjanjian sewabeli harus memuat :
1. besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan

dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi
paling lambat dalamwaktu 5 (lima)tahun,

11. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu)
tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat
dilaksanakan,

lll. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas
tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik
PemerintahDaerah.

(4) dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk
kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBMdapat
disediakan sepanjangmemungkinkan;

(5) semua hargajual dan biayaperbaikan selama 1 (satu) tahun
terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan
harus disetor ke KasDaerah;

(6) setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi,
maka dikeluarkanKeputusanBupati yangmenetapkan:
1. Pelepasan hak atas Kendaraan Perorangan Dinas

tersebut kepada pembelinya,dan
11. MenghapuskanKendaraanPeroranganDinasdari Buku

InventarisPemerintahDaerah.
(7) Berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada angka (6)di

atas, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat
melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(8) Bupati dan WakilBupati baru diberikan hak untuk membeli
lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10
(sepuluh)tahun sejak saat pembeliannyayangpertama.

b. Kendaraan DinasOperasional.
1) Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar

InventarisBarangMilikDaerahdapat dijualmelaluipelelanganbaik
pelelanganumum dan I atau pelelanganterbatas;

2) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar
Inventaris Barang MilikDaerah yang telah berumur 10 (sepuluh)
tahun lebih;

3) Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan
usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran
pelaksanaan tugas dan/ atau sudah ada penggantinya;

4) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar
Inventaris terdiri dari:
(a) Jenis sedan, jeep, station wagon,minibus dan pickup;
(b) Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepedamotor dan

scooter);
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(c)Jenis kendaraan dinas operasional khusus terdiri dari mobil
Ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus,
truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan diatas air.

5) Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional.
Pengguna/ kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan
kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan
umur kendaraan kepada Bupati melalui Pengelola.

6) Pembentukan TimPenghapusan.
Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon
untuk dihapus, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Tim
Penghapusan.
Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi
administratif/kepemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan
mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya,
biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang
dipandang perIu. Hasil penelitian Tim Penghapusan tersebut
dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Apabila memenuhi
persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan
kendaraan dinas operasional.

7) Pelaksanaan Penjualanj Pelelangan:
Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya
dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan
terbatas;
(a) Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
(b) Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan

terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(c) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan

dinas operasional yaitu PejabatjPegawai NegeriSipil yang telah
mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas
pejabatj pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan
pejabatj'pegawai pemegang kendaraan darr/atau
pejabat /pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa
bhakti 5 (lima)tahun;

(d) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabar/pegawai,
Ketua/Wakil Ketua DPRDdapat mengikuti pelelangan terbatas
kembali sejak saat pembeliannya yang pertama;

(e) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/
pelelangan terbatas, jenis sedan, jeep, station wagon, minibus,
pick up danjenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua);

(f) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam
kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dsb), penjualan/
pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau
pelelangan terbatas;

(g) Hasil penjualari/ pelelangan disetor ke kas Daerah.
c. Rumah Dinas Daerah

Rumah dinas milik Daerah dibedakan dalam 3 (tiga)golonganyakni:
1) Rumah Daerah golongan I adalah rumah milik Daerah yang

disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang
berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di
rumah tersebut (rumah jabatan);

2) Rumah Daerah golongan II adalah rumah milik Daerah yang tidak
boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan
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hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang
bersangkutan (rumah Instansi);

3) Rumah Daerah golongan III adalah rumah milik Daerah lainnya
(rumah milikDaerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai
Negeri), tidak termasuk rumah Daerah golongan I dan Golongan II
tersebut di atas.

Rumah Daerah golonganIIImilik Daerah dapat dijual/ disewa belikan
kepada pegawai.
Rumah milikDaerah yang dapat dijual/ disewabelikan kepada pegawai,
hanya rumah Daerah golonganIIIdan rumah Daerah golonganIIyang
telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III yang
permanen, semi permanen dan darurat, yang telah berumur 10
(sepuluh) tahun atau lebih. Penentuan rumah Daerah golongan III
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Rumah dinas milikDaerah yang tidak dapat dijual yaitu:
1) Rumah Daerah GolonganI;
2) Rumah Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi

Rumah Daerah GolonganIII;
3) Rumah Daerah GolonganIIIyang masih dalam sengketa;
4) Rumah Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh)

tahun.
Yangberhak membeliRumah Daerah GolonganIII.
1) PegawaiNegeri

a) mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun;

b) memilikiSurat Ijin Penghunian (SIP);
c) Surat Ijin Penghunian ditandatangani oleh pengelolaatas nama

Bupati;
d) Belum pemah dengan jalarr/cara apapun memperolehZrnembeli

rumah dad Pemerintah berdasarkan peraturan perundang­
undangan.

2) Pensiunan PegawaiNegeri:
a) Menerimapensiunan dari Negara / Pemerintah;
b) MemilikiSurat Ijin Penghunian ( SIP);
c) Belumpernah denganjalanj cara apapun memperoleb./membeli

rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang­
undangan.

3) .Janda/Duda PegawaiNegeri:
Masih menerima tunjangan pensiun dad Negara / Pemerintah,
adalah:
a) almarhum suaminya/ isterinya sekurang-kurangnya

mempunyaimasa kerja 10 (sepuluh)tahun pada Pemerintah
Daerah; atau

b) masa kerja almarhum suaminya/ isterinya ditambah dengan
jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/ duda
betjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

c) memilikiSurat Ijin Penghunian (SIP);
d) almarhum suaminya/ isterinya belum pernah dengan jalari/ cara

apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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4) .Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/ isterinya dinyatakan
sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan :
a) Masih rnenerima tunjangan pensiunan dari Pernerintah dan

rnerniliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
b) Almarhum suaminya/Isterinya belurn pernah dengan jalanycara

apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5) Pejabat Negara/ Daerah atau janda/ duda Pejabat Negara/ Daerah :
a) rnasih herhak menerima tunjangan pensiun dari Pernerintah;
b) rnemiliki Surat ljin Penghunian (SIP);
c) almarhum suaminya/isterinya belum pemah dengan jalarr/cara

apapun memperolehj'membeli rumah dari Pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6) Apabila penghuni Rumah Daerah Golongan III sebagaimana
dirnaksud pada angka 1) sId 5) rneninggal dunia, maka pengajuan
permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat
diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.

7) Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III sebagaimana
dirnaksud angka 1) sid 6) tersebut di atas dilakukan dengan cara
Sewa Beli.

8) Taksiran harga Rumah Daerah Golongan III berpedoman pada nilai
biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang
bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan
rnenurut umur bangunari/ rumah :
i, 2% setiap tahun untuk permanen;
11. 4% setiap tahun untuk semi permanen; dan
in, 10%setiap tahun untuk darurat.
Dengan ketentuan setinggi-tingginya (rnaksimal) penyusutan 80%
atau nilai sisa bangunari/rumah minimal 20%.

9) Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Tim
Penaksir.

10)Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsurarr/ cicilan,
yakni:
a) pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5% (lima persen)

dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat
perjanjian sewa beli ditandatangani.

b) pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran
dilaksanakan paling lama 20 [dua puluh) tahun.

11)Permohonan membeli Rumah Daerah Golongan III.
Penjualan Rumah Daerah Golongan III tidak dapat diproses
sebelurn adanya Peraturan Daerah yang mengatur penjualan
rumah Daerah golongan III atau diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah.
Proses pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III
didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri yang telah
mendapat persetujuan dari atasan langsungnya, dan janda/ duda
sebagai dirnaksud pada angka 3) di atas.
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12)Pengelolamengkoordinir permohonan pembelian Rumah Daerah
GolonganIIIdan secara periodikmelaporkan kepada Bupati.
a) Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka segera

dibentuk TimPenaksir.
b) TugasTimPenaksir adalah menelitidari segiantara lain:

(1) Pembangunan dan pemilikan rumah darr/atau tanahnya,
keadaan fisik rumah;

(2) Perbaikan-perbaikanyang telah dilaksanakan;
(3) Ijin penghunian;
(4) Persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja,

pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara
apapun;

(5) Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya
disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran
termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas
biaya pemerintah Daerah. Apabila ada penambahan
dan/ atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban
penghuni sendiri tidak diperhitungkan;

(6) Lain-lainyang dipandang perIu. Hasilpenelitian penaksiran
tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil
Penaksiran.

13)Keputusan Bupati.
Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan
yaitu:
a) BeritaAcaraHasil Penaksiran TimPenaksir;
b) Persyaratan-persyaratan administrasi dan pejabat/ pegawai

pembeli.
Selanjutnya penjualan rumah Daerah golonganIII dan/ atau ganti
rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Dalam Keputusan penjualan rumah Daerah Golongan III harus
dengan tegas menetapkan penjualan rumah Daerah golongan III
dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau
tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai, dengan
mencantumkan pula jabatannya.
Selain itu harus pula ditegaskan Pelaksanaan penjualannya diatur
dalam Surat Perjanjian SewaBeli.

14)Surat Perjanjian SewaBeli.
Setelah dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penjualan rumah
golonganIII,dibuat Surat PerjanjianSewaBelirumah dan ganti rugi
atas tanahnya yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk sebagai Pihak Kesatu dan masing-masing
pegawai/pembeli sebagai pihak Kedua.
Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi
minimum 5% dari harga jual rumah beserta tanahnya/ ganti rugi
atas tanahnya yang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah
sebagai penerimaan Daerah.
Dalarn Surat Perjanjian tersebut harus dicanturnkan besarnya
angsuran bulanan yang sarna terhadap sisa harga yang belum
dilunasi.
Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama
20 (dua puluh) tahun.
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D. HIBAH

1. Umum
a. Pertimbangan pelaksanaan hibah barang milik Daerah dilaksanakan

untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan
penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut :
1) Hibah untuk kepentingan sosial , keagarnaan dan kemanusiaan

misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan
dan sejenisnya; dan

2) Hibah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yaitu
hibah antar tingkat Pemerintahan (Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah).

b. Barang milik Daerah yang dapat dihibahkan harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
1) Bukan merupakan barang rahasia negara/Daerah;
2) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak;
3) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ Daerah.
c. Bupati menetapkan barang milik Daerah berupa tanah darr/atau

bangunan yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;
d. Hibah barang milik Daerah berupa tanah dan Iatau bangunan yang telah

diserahkan kepada pengelola yang sejak awal pengadaaannya
direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen
penganggaran, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati;

e. Hibah barang milik Daerah selain tanah danr atau bangunan dilakukan
oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan oleh pengelola;

f. Hibah barang milik Daerah selain tanah darr/atau bangunan dengan
nilai sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
dilaksananakan oleh Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Apabila dilunasi dalarn waktu yang lebih cepat, maka dapat
dilakukan Pelepasan hak.
Selain itu dalarn Surat Perjanjian terse but harus dicantumkan pula
persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang
dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas
keten tuan yang berlaku.

15)Pelepasan Hak dan Penghapusan dari Buku Inventaris.
Setelah pegawai yang bersangkutan melunasi harga rumah
darr/atau ganti rugi atas tanah maka Bupati menetapkan
Keputusan tentang:
a) Pelepasan hak Pemerintah Kabupaten Tabalong atas rumah

darr/atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada
pembeli;

b) Menetapkan penghapusan rumah dan Iatau tanah
bangunannya dari Buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah
Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati terse but di atas, maka atas hak
sertifikat atas tanah bangunan dapat dimohon oleh pegawai yang
bersangkutan untuk mendapatkan sesuatu hak pada Instansi
Pertanahan setempat.
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E. PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH
1. Umum

a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan
kinerja Badan Usaha MilikDaerah atau badan hukum lainnya yang
dimilikioleh Pemerintah dan swasta.

b. Pertimbangan penyertaan modal Daerah dilaksanakan atas barang
milik Daerah yang sejak awal pengadaaannya direncanakan untuk
penyertaan modal dan barang milik Daerah akan lebih optimal apabila
dilakukan mela1uipenyertaan modal.

c. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap tanah
darr/ atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada
Bupati atau terhadap tanah danr atau bangunan yang sejak awal
direncanakan untuk penyertaan modal.

d. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan terhadap
barang milikDaerah selain tanah danj atau bangunan.

e. Bupati menetapkan barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau
bangunan yang akan dijadikan untuk penyertaan modal Daerah sesuai
batas kewenangannya.

2. Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas Tanah dan/ atau
Bangunan:
a. Pengelola Barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah

Daerah atas tanah danjatau bangunan kepada Bupati disertai alasan
pertimbangan serta kelengkapan data;

b. Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang
disampaikan oleh pengelola;

c. Apabila Bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut,
selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada
DPRDuntuk menghapus /memindahtangankan aset tersebut yang akan
dijadikan sebagai penyertaan modal;

d. Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan
penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola

2. Tata Cara
a. Pengelolabarang mengajukan usul hibah atas tanah dan/ atau bangunan

kepada Bupati disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
b. Bupati dapat membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap

rencana pelaksanaan hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial,
keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraanpemerintahan;

c. Apabila Bupati menyetujui atas usul hibah tersebut, maka Bupati
mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan
hibah/pemindahtanganan tanah darr/atau bangunan tersebut;

d. Setelah mendapat persetujuan DPRD, ditindak lanjuti dengan Surat
Keputusan Penghapusan tanah danz'atau bangunan dimaksud dan
dituangkan dalam Berita AcaraHibah;

e. Pengguna mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati melalui pengelola disertai dengan penjelasan serta
kelengkapan data;

f. Bupati dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap
rencana hibah tersebut;

g. Setelah mendapat persetujuan Bupati ditindaklanjuti dengan keputusan
yang ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati. Selanjutnya
pengguna barang melaksanakan serah terima barang/ hibah yang
dituangkan dalam berita acara.
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menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Daerah;

e. Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan
penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak
ketiga selaku mitra penyertaanmodalDaerah;

f. Pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang­
undangan.

3. Tata Cara Penyertaan selainTanah dari/atau Bangunan :
a. Pengguna Barang mengajukan usul kepada Bupati melalui pengelola

disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian
Timintern Instansi pengguna;

b. PengelolaBarang melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila
memenuhi syarat, pengelola dapat mempertimbangkan untuk
menyetujuiusul dimaksud sesuai batas kewenangannya;

c. Hasil penelitian dan kajian tersebut di atas, pengelolamenyarnpaikan
kepada Bupati dan apabila Bupati menyetujui, selanjutnya pengelola
menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan disarnpaikan kepada
DPRD;

d. Setelah Perda ditetapkan, pengguna melakukan penyerahan barang
kepada pihak ketigadan dituangkan dalarnBeritaAcaraSerah Terima.

4. LaporanPemindahtangan
Pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan
penyertaan modal, Bupati melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri
selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan
Penghapusan.
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D. PENGAWASAN
Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan
menilaikenyataan yang sebenamya mengenaipelaksanaan tugas dan/ atau
kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

C. PENGENDALIAN
PengendaIian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.

B. PEMBINAAN
Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

A. UMUM

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik
Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan,
pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib
administrasi pengelolaanbarang milikDaerah.

BABXl
SISTEM DAN PROSEDUR

PEMBINAAN, PENGAWASANDAN PENGENDALIAN
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C. TATACARATUNTUTANGANTIRUGI BARANG

Tuntutan ganti rugi barang dikenakan terhadap Pegawai Negeri, Pegawai
Perusahan Daerah dan pegawai Daerah yang melakukan perbuatan
melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau
status jabatannya, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan
kerugian bagi Daerah.
Tuntutan ganti rugi barang tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau
dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenamya dan
dalam pelaksanaanya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri.
Bupati harus berusaha memperoleh penggantian atas semua kerugian yang
diderita oleh Daerah dan sedapat mungkin diusahakan dengan jalan/ upaya
damai.
Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya
damai tidak berhasil, proses tuntutan ganti rugi barang dilakukan sebagai
berikut:
1. Majelis TGR mengumpulkan bahan-bahan bukti, mengadakan

penelitian dan menentukan berapa besar kerugian yang sebenarnya
diderita oleh Daerah.

2. Berdasarkan hasil penelitian terse but, menyampaikan laporan kepada
Bupati dan Bupati mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada
pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :
a. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
b. sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan; dan

B. MAJELIS PERTIMBANGANTUNTUTANGANTIRUGI (TGR)

Dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi, Bupati dibantu oleh Majelis
Pertimbangan TGR.
Tugas Majelis Pertimbangan TGR adalah memberikan pendapat dan
pertimbangan apabila ada permasalahan yang menyangkut kerugian
Daerah.
Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR seseuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Tugas Majelis Pertimbangan TGR sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi

kasus TGR yang diterima;
2. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TOR;
3. Memberikan saran/ pertimbangan TGR kepada Bupati atas setiap kasus

yang menyangkut TGR; dan
4. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian

kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri.

A. UMUM

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik
Daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa
pengguna, dan penyimpan darr/atau pengurus barang berupa Tuntutan
Ganti Rugi (TGR)yang karena perbuatannya merugikan Daerah.

BABXII
SISTEM DANPROSEDUR
TUNTUTANGANTIRUGI
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NIP .NIP ..
.............. ~ ...................................

Mengetahui
Kepala,PPTK,

NIP . Pimpinan...................................... ...........................

Tanjung, 20 .
Yangmenyerahkan,

Toko .
YangMenerima,

Pengurus / Penyimpan Barang,

\ --~-. NAMA SKPD
Keterangan : Untuk .: .r:..~;~-:.; ;;-;-;-:-:;~..; .: : .

Demikian 8erita Acara Penerimaan ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

JUMLAH
NO NAMABARANG TOTAL

BARANG HARGA

1. Yang di pesan
"TOKO "

............... mengaku telah menerima dari :NAMASKPD
r- --

I
........ 1

Dengan ini bertindak atas nama:

.. ,

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor: 8- / / / /20 .

Lampiran 4



Keapala SKPD
Tabalong, .

NIP.NIP.

Nomor 1Tgl Faktur I No.B.A.
No Tanggal DaTi Faktur Penerimaan Tgl BAP Ket

Jml
No NamaBarang Brg HargaSatuan Jumlah Harga

1 .......... Toko ....... I I II
1

2

3

4

5

6

7

8

JVJ6LAB
2 ......... Toko ..... I I 1/

1

2

3

4

5

JUJILAJl

3 ....... ....... I I II
1

JUJI1A1l
4 .......... ...... I I I I

1

JUJILAH

JUMLAH TOTAL

Lampiran 5



NIP.NIP.

Tabalong, .Kepala SKPD

1 31· I··..· ..
I 21·.. ··1·········

NomorSPPB I Tid SPPB INo.Pen erahan
Tgl

No Tanggal Untuk Penyerahan Ket
Jml Harga

Trans No Nama8arang Brg Satuan Jumlah Harga

1 ...... ........ 1 1
1

2

3

4

5

6

7

8
_D"I'IWF .4&I

BUKU PEIfGELUARAN BARANG PERSEDIAAN

Alamat
Unit Ke ia
SKPD

Tabalo

Kalimantan Selatan

Lampiran 6
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NIP.NIP.

Tabalong,
Penyimpan BarangKepala SKPD

4
3
2

KeteranganSisaKeluarMasukI No·1 Tanggal I

Spesifikasi : -Nama 8arang
Satuan

KARTU BARANG

Lampiran 9
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NIP .
•••• J .

Mengetahui,
Kepala,

NIP.NIP.

Tanjung, 20 .
Yang MenyatakanYang Menggantikan

Menyatakan dengan ini bahwa Pengurus Barang/ Penyimpan Barang .
Yang diusulkan sebagai Pengurus Barang/ Penyimpan Barang pengganti pada tahun anggaran
20 yang sebelumnya : digantikan oleh .
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benamya.

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan

2

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor : B- / / / /20 .

SURAT PERKYATAAN

KOP SURAT

Lampiran 13



Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk menjadi bahan
persetujuan perubahan status kondisi barang dan apabila dikemudian
hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Menyatakan telah melakukan pemeriksaan fisik berupa aset tetap yang
diusulkan untuk perubahan status kondisi dari baik menjadi rusak
berat dengan hasil sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang
tidak terpisah dari Berita Acara ini.

... .

... .

1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

3. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

4. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Pada Hari ini. tanggal bulan tahun ,
bertempat di.. karni yang bertanda tangan dibawah ini

/20 .../BPKAD/ASET/NOMOR : B-

~~~ ~~I) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••.••••••••.••..•.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK

PERUBAHAIf STATUS KONDISI BARANG DAN PENGHAPUSAN BARANG

Lampiran 14



( )

NIP.

Mengetahui,
Kepala SKPD

4 .

3 .

2 .( )

NIP.

1 .

Pengurus Barang SKPD Yang melakukan Pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

/BPKAD/ASET/Nemer: 8-
/20 ...
Tanggal 20 .

Lampiran 14

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan
Fisik



( Nama Kepala SKPD)

NIP.

. , 20 ..
Kepala BPKAD

KeteranganJumlahSatuanNama BarangNo.

15

Harap dikeluarkan dari gudang dan disalurkan barang tersebut dalam daftar
dibawah ini untuk .
Berdasarkan surat permintaan barang dari Bpk/Ibu/Sdr .

Dari : Kepala SKPD

Kepada : Penyimpan Barang

Alamat

SURAT PERINTAH PENGELUARAN/PENYALURAN BARANG
No.: .

Kalimantan Seiatan
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